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dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya
liImiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “Peningkatan Kapasitas Nelayan
dan Sarana Prasarana di Wilayah Pesisir Guna Pemanfaatan Potensi
Perikanan”.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional Republiksindonesia Nomor 73 Tahun 2022 tanggal
24 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIV Tahun 2022
Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan
oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima
kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan
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termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan dalam pidatonya untuk

pertama kali setelah dilantik menjadi presiden pada 2014 menyatakan bahwa
masa depan peradaban Indonesia ada di laut. Menjadi negara kepulauan
(archipelagic state) terbesar yang ada, memiliki luas laut mencapai 5,8 juta
km? atau mencapai 75% luas wilayah Indonesia dan luas darat mencapai 1,9
juta km? atau 25% luas wilayah Indonesia. Keuntungan lainnya adalah
penegasan hak dan kewajiban negara pantai atas laut teritorial dan laut
kepulauan serta kedaulatan pengelolaan SDA di wilayah laut Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) sampai 200 mil laut. Dengan potensi kekayaan maritim yang
dimiliki dapat menjadikan sebuah modal awal untuk membawa Indonesia
menuju poros maritim dunia.

Dalam mencapal visi menuju negara maritim yang berdaulat, terdepan
dan berdikari setiap kebijakan yang- diambil haruslah berpijak pada prinsip-
prinsip yang telah disepakati® seperti pembangunan berkelanjutan,
pengelolaan terintegrasi dan transparan, serta mengedepankan pemerataan
dan kesetaraan!. Sedangkan dalam perwujudannya telah ditentukan
implementasi dalam bentuk pengelolaan resource kelautan secara optimal,
mewujudkan kesgjahteraan masyarakal-pesisir dan, pulau-pulau kecil, hingga
meningkatkan pertumbuhén ekonomi dar-industri kelautan yang bersaing di
kancah global®.

Seperti kita ketahui bersama ada berbagai sektor ekonomi maritim yang
bisa dimanfaatkan, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri
pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan
dan energi, pariwisata bahari, hutan bakau, perhubungan laut, sumberdaya
wilayah pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, serta sumber daya alam
non-konvensional®. Potensi perikanan terutama perikanan tangkap (capture

fisheries) sendiri cukup besar. Berdasar data Sistem Perbendaharaan dan

1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2017. “Kebijakan Kelautan
Indonesia”. Jakarta: Kemenkomarvest.

2 Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

8 Ibid.



Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan, capaian PNBP perikanan
tangkap sampai pada mencapai Rp643,6 miliar pada 2020, Rp559,7 miliar
pada 2019, dan Rp519,33 miliar pada 20184 Namun jika ditelisik lebih jauh,
kontribusi sektor perikanan terhadap PDB masih relatif kecil. Pada Triwulan |
Tahun 2021 sebesar 109,9 triliun rupiah atau 2,77% dari total nilai Produk
Domestik Bruto (PDB) Nasional dan meningkat pada Triwulan Il menjadi
2,83% dari total nilai PDB Nasional dengan nilai 188 triliun rupiah.

Salah satu wilayah perikanan tangkap yang sangat maju adalah
perairan Natuna. Pada triwulan | tahun 2021 jumlah produksi perikanan
nasional mencapai 6,06 juta ton, khusus perikanan tangkap menyumbang
sebanyak 1,9 juta ton dimana perikanan tangkap laut mencapai 1,8 juta ton.
Nilai total produksi perikanan pada tahun 2021 mencapai Rp121,67 triliun,
khusus perikanan tangkap sendiri mencatatkan angka Rp70,43 triliun rupiah.
Sedangkan pada triwulan | tahun 2022 terjadi penurunan volume produksi
perikanan nasional sebanyak -2,72% yang hanya berjumlah 5,89 juta ton
dimana perikanan tangkap hanya mencatatkan angka 1,90 juta ton®.

Secara umum, pengolahan ikan di Natuna sendiri masih terbilang
berskala rumahan dengan rata-rata pekerja berjumlah empat orang saja®.
Hanya ada empat jenis pengolahan ikan yang ada, yakni pelumatan,
penggaraman pengasapan, dan fermentasi. Menurut data dari Dinas
Perikanan Kabupaten Natufai Képulauen Riau, jenis pengolahan terbesar
adalah pengasapar ikanitongkol di KecamatemBtnguran. - Timur dengan total
produksi 950 kilogram’.

Beberapa hasil tangkapan tersebut diekspor menuju Singapura via
Batam dan Tanjung Balai Karimun. Khusus untuk gurita dan cumi dikirimkan
ke Jakarta untuk kemudian diekspor ke luar negeri. Sementara untuk ikan
tongkol lebih banyak diserap oleh pasar lokal seperti Jakarta dan Kalimantan

Anggun P. Situmorang. 2021. “Setoran PNBP Sektor Perikanan Tangkap 2021 Tertinggi
Sepanjang  Sejarah”. https://www.merdeka.com/uang/kkp-setoran-pnbp-sektor-perikanan-
tangkap-2021-tertinggi-sepanjang-sejarah.html. Diunduh pada 30 Maret 2022.
KKP. 2022. Rilis Data Kelautan dan Perikanan Triwulan | Tahun 2022 Kementerian Kelautan
dan Perikanan. Jakarta: Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP.
Dwi Hadya Jayani. 2020. “Industri Perikanan di Natuna Belum Berkembang’.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/06/industri-perikanan-di-natuna-belum-
berkembang. Diakses pada 1 April 2022.

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. 2019. “Pengolahan’.
http://diskan.natunakab.go.id/database/pengolahan. Diakses pada 1 April 2022.



Barat. Kendala yang dihadapi oleh kebanyakan nelayan di Natuna terkait
pemasaran utamanya adalah proses distribusi adalah jadwal pelayaran yang
tidak menentu, kurangnya sarpras pendukung di atas kapal angkut seperti
reefer container, maupun kelengkapan di pelabuhan niaga seperti tidak
tersedianya crane serta beban biaya jasa angkut yang masih relatif tinggi
terutama untuk pengiriman ke luar negeri (ekspor)®. Hal lain yang perlu
disorot adalah ketidakstabilan harga ikan pada waktu-waktu tertentu, dimana
harga bisa sangat murah dan merugikan nelayan, namun bisa sangat mahal
dan merugikan konsumen. Padahal seharusnya dengan tata kelola
perikanan yang baik akan memberikan dampak ekonomis baik bagi nelayan
maupun konsumen.

Lebih dari itu sebenarnya potensi perikanan tangkap yang ada di
perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 bisa mencapai 1 juta
ton ikan per tahun®. Selain itu ada beberapa jenis ikan yang menjadi
primadona di negara tujuan ekspor. yaitu ikan jenis napoleon (Cheilinus
undulatus) karena kandungan omeganya yang luar biasa'®. Adanya demand
di pasar akan jenis-jenis ikan terieniu yang ada di Natuna jelas akan
meningkatkan nilai ekonomis yang ¢imiliki.

Untuk menopang sekior perikanan di Natuna pemerintah telah
membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna
dengan anggaran sebesal~Rp2R1L74 miliar selama periode 2015-2019%.
Pembangunan| 'sendifiplebih  dipusatkanigpada “‘peningkatan Pelabuhan
Perikanan Seiat Lampa. Ada beberapa fasilitas utama yang dimiliki SKPT
Natuna dalam menghubungkan bermacam aktivitas kelautan dan perikanan,
sejak didaratkannya hasil tangkapan, pengolahan, sampai penjualan ke

tangan konsumen. Prasarana ini di antaranya adalah dermaga yang bisa

8 SKPT Natuna. 2018. “FGD Kerjasama Pelaku Jasa Logistik”.
https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/artikel/8122-fgd-kerjasama-pelaku-jasa-logistik. Diakses pada 10
Mei 2022.

9 Yuni Astutik. “Wajar China Klaim Natuna, Potensi lkan 1 Juta Ton/ Tahun”. 2020.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200107170619-4-128352/wajar-china-klaim-natuna-
potensi-ikan-1-juta-ton-tahun. Diakses pada 1 April 2022.

10 LPMUKP. ‘LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Siap Dukung Pengembangan
Natuna”. 2022. https://blulpmukp.id/kabar-kita/lpmukp-kementerian-kelautan-dan-perikanan-
siap-dukung-pengembangan-natuna/. Diakses pada 1 April 2022.

11 Lilly Aprilya Pregiwati. “Jadi Garda Depan Utara Indonesia, SKPT Natuna Diresmikan”. 2019.
https://k-cloud.kominfo.go.id/s/SKPTNatuna. Diakses pada 1 April 2022.



dimanfaatkan untuk bersandar kapal kapal-kapal berukuran 30 GT. Dermaga
juga telah dilengkapi causeway (jalan menuju dermaga) dan jalan kawasan.
Selain itu SKPT Natuna juga memiliki Integrated Cold Storage (ICS) dengan
kapasitas 200 ton, tempat penjualan BBM, serta pengolahan air bersih
Brackish Water Reverse Osmosis berdaya tampung 250 ton.

Meski potensi kekayaan maritim Indonesia terutama wilayah Natuna
sangat besar, bisa dikatakan kualitas pemanfaatan dalam sektor perikanan
cukup rendah. Masih banyak nelayan belum memahami prinsip kelestarian,
tidak sedikit nelayan yang menangkap ikan di kawasan lindung, melakukan
pencemaran, bahkan melanggar batasan penangkapan ikan (maximum
sustainable yield). Hal ini bermuara pada minimnya kapasitas nelayan dalam
menjalankan profesinya yang berpengaruh pada rendahnya jumlah
pendapatan sehingga hilangnya kemampuan nelayan dalam meningkatkan
kesejahteraannya.

Merujuk pada data BPS, meningkatnya produksi perikanan tangkap
tidak sejalan dengan peningkatan jumlah nelayan. Pada tahun 2018 jumlah
nelayan nasional berjumlah 2,29 juta dan menurun drastis sebanyak 460 ribu
orang menjadi 1,83 juta nelayan saja'?. Untuk wilayah Natuna jenis alat
tangkap yang digunakan oleh nelayan tradisional didominasi dengan
penggunaan bubu ikan, bubu kepiting, pancing tonda dan pancing ulur®s.

Sedangkan armada penangkapyikan di Indonesia didominasi dengan
kapal moter skala'kaéily dari 544 ribu-unitaang: tevdata-pada tahun 2016,
90% armada adalah kapal perikanan dengan kapasitas di bawah 30 GT.
Padahal dengan melimpahnya sumber daya tangkapan di Zona Ekonomi
Eksklusif yang terutama yang berada di sisi utara Natuna, idealnya
menggunakan kapal dengan ukuran diatas 100 GT. Selain karena faktor
alam seperti ombak, menangkap ikan di luar laut teritorial lebih efisien

dengan armada bermuatan besar. Kondisi kosongnya armada-armada

12 BPS. 2021. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2021. Jakarta BPS.

13

14

BPS Kabupaten Natuna. 2019. “Jumlah Alat Tangkap Perikanan Tangkap”. 2019.
https://natunakab.bps.go.id/indicator/56/147/1/jumlah-alat-tangkap-perikanan-tangkap.html.
Diakses 1 April 2022.

Antara. 2019. “Armada perikanan Indonesia didominasi kapal skala kecil”.
https://lwww.antaranews.com/berita/820000/armada-perikanan-indonesia-didominasi-kapal-
skala-kecil. Diakses 4 Oktober 2022.


https://www.antaranews.com/berita/820000/armada-perikanan-indonesia-didominasi-kapal-skala-kecil
https://www.antaranews.com/berita/820000/armada-perikanan-indonesia-didominasi-kapal-skala-kecil

berukuran besar di wilayah Natuna menjadi celah yang dimanfaatkan oleh
kapal ikan asing (KIA) asal negara tetangga seperti Vietham!® dan China.
Bahkan beberapa kapal nelayan asal China dikawal Coast Guard China
dengan dalih bahwa area tersebut merupakan area tangkapan ikan
tradisional China?®.

Pendapatan nelayan sangat bergantung dengan hasil tangkapan yang
dihasilkan dan dipasarkan, pada bulan-bulan dengan cuata buruk sepereti
Maret dan April umumnya tingkat kesejahteraan nelayan mengalami
penurunan yang dapat dilihat dari rendahnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)
nasional. Pada awal tahun 2019 NTN nasional mencapai titik terendah yaitu
pada angka 99, dimana ongkos pengeluaran lebih tinggi dari pendapatan
yang diterima atau dengan kata lain nelayan mengalami defisit'’. Di sisi lain,
menurut data terakhir yang dirilis oleh BPS Kabupaten Natuna jumlah
penduduk miskin di wilayah Kabupaten Natuna kian meningkat. Pada tahun
2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Natuna mencapai 3.980 jiwa'® dan
sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Terjadi trend peningkatan
penduduk miskin dari tahun sebelumnya yang berjumlah 3.470 jiwa saja.
Kemiskinan sendiri didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk membeli
barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-
obatan?®.

Secara umum ada heherapeaihal,yang membuat nelayan sulit untuk
keluar dari_garis ' kemiskifan. Diawali dengan terbatasnya modal, keahlian,
serta represi dari pemilik modal (hasil dari tangkapan tidak dibagi dengan
wajar), tidak transparannya sistem perdagangan dan lelang, hingga masih

rendahnya budaya kerja dari nelayan yang masih sangat tradisional dan

15

16

17
18

19

Hadi Maulana. 2021. “Curi lkan di Perairan Indonesia, Kapal Asing Berbendera Vietnam
Ditangkap”. https://regional.kompas.com/read/2021/05/17/111551578/curi-ikan-di-perairan-
indonesia-kapal-asing-berbendera-vietham-ditangkap. Diakses 2 April 2022.

CNN Indonesia. 2020. “KKP Seleksi 470 Kapal Nelayan untuk Berlayar Ke Natuna”.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200109121918-20-463798/kkp-seleksi-470-kapal-
nelayan-untuk-berlayar-ke-natuna. Diakses pada 2 April 2022.

Op. Cit. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2021. Jakarta BPS.

BPS Kabupaten Natuna. 2022. “Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 2019-2021".
https://natunakab.bps.go.id/indicator/23/90/1/jumlah-penduduk-miskin-.html. Diakses 2 April
2022.

Maipita & Indra. 2014. “Mengukur Kemiskinan dan Distributor Pendapatan”. Yogyakarta: UPP
STIM YKPN.



konvensional?®. Hilangnya kemampuan untuk meningkatkan pendapatan
juga akan mempersulit para nelayan untuk membeli peralatan dan
perlengkapan menangkap ikan yang modern. Maka nelayan mengambil jalan
pintas dalam menangkap ikan yang merusak lingkungan, seperti
penggunaan bahan peledak atau racun.

Menilik perihal tersebut, penting bagi para pemangku kebijakan untuk
turun tangan dalam peningkatan kapasitas nelayan yang didukung dengan
pengembangan sarana dan prasarana yang mumpuni, serta penyusunan
strategi pemasaran yang tepat agar terbentuknya industri perikanan yang
mandiri sehingga pemanfaatan potensi perikanan di Natuna dirasakan
langsung oleh nelayan. Merujuk dari berbagai latar belakang yang telah
disampaikan maka penulis akan menyusun Kertas Karya Ilimiah
Perseorangan (Taskap) dengan judul “Peningkatan Kapasitas Nelayan
dan Sarana Prasarana di Wilayah Pesisir Guna Pemanfaatan Potensi

Perikanan”.

2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran pada |laiar belakang, bisa disepakati bersama
bahwa dibutuhkan tindakan-tindakan strategis dalam potensi sumber daya
kelautan khususnya perikanan. Rumusan masalah dalam penulisan ini
adalah: “Bagaimana meripgkatkan, kapasitas nelayan dan sarana
prasarana.di wilayahipesisir guna pemanfdatan’potensi perikanan?”.
Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan kajian
yang akan dijawab dalam taskap ini adalah:
a. Bagaimana strategi yang tepat dalam meningkatkan kapasitas
nelayan?
b. Bagaimana strategi dalam peningkatan sarana dan prasarana di
wilayah pesisir?
c. Bagaimana langkah yang jitu dalam menerapkan strategi pemasaran

hasil tangkapan ikan?

20 Endang Retnowati. 2011. “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif
Sosial, Ekonomi dan Hukum)”. Jurnal Perspektif Volume XVI No. 3.



3.

4.

Maksud dan Tujuan

a.

Maksud

Penyusunan dan penulisan Taskap ini bermaksud untuk
menguraikan kondisi sosio-ekonomi masyarakat pesisir yang berprofesi
sebagai nelayan secara rinci serta menjabarkan secara holistik
langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh para pemangku
kepentingan dan kebijakan dalam peningkatan kapasitas nelayan agar
mampu memperbaiki kesejahteraannya.
Tujuan

Taskap ini disusun dan ditulis bertujuan untuk memberikan
kontribusi dalam bentuk sumbangsih pemikiran yang dilandasi data dan
fakta yang ada kepada para pemangku kebijakan  dan kepentingan
terkait peningkatan kapasitas nelayan wilayah pesisir guna

pemanfaatan potensi perikanan.

Ruang Lingkup dan Sistematika

a.

Ruang Lingkup
Untuk membatasi pembahasan maka ruang lingkup yang akan

dibahas pada taskap ini adalah sebagai berikut:

1) Indonesia memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km? atau mencapai
75 % luas wilayah-ndonesia gan luas darat mencapai 1,9 juta km?
atau 253%"as: wilayah Indenasiad‘Banyak masyarakat wilayah
pesisir yang menggantungkan hidupnya di faut sebagai nelayan.
Dalam pembahasan taskap ini wilayah menggunakan kondisi
perikanan Natuna sebagai contoh khusus yang untuk kemudian
dapat diimplementasikan pada wilayah-wilayah pesisir lain yang
ada di Indonesia melalui penyesuaian dengan kondisi di masing-
masing wilayah pesisir.

2) Dari berbagai sektor ekonomi maritim yang bisa dimanfaatkan
yang salah satunya adalah perikanan tangkap, untuk
mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan tersebut
dibutuhkan strategi dan upaya melalui pengembangan kapasitas
nelayan dan sarana prasarana. Pembahasan tentang



3)

pengembangan kapasitas nelayan dan sarana prasarana merujuk
pada blue economy yang mengusung konsep sustainable
development dan berpedoman pada pendekatan zero waste serta
didasari prinsip nature’s efficiency dan untuk pengembangan
kapasitas nelayan dikhususkan pada nelayan perikanan tangkap

Dalam hal pemasaran hasil tangkapan, nelayan wilayah pesisir
khususnya wilayah Natuna masih banyak menemui kendala yang
salah satunya adalah proses distribusi. Untuk mengatasinya
diperlukan strategi dan upaya dalam hal pemasaran. Dalam
pembahasan penerapan strategi pemasaran akan dibahas strategi

pemasaran untuk pasar dalam dan luar negeri (ekspor).

b. Sistematika

1)

2)

3)

Bab | — Pendahuluan, mencakup latar belakang yang berisi
uraian singkat potensi ekonomi dari perikanan tangkap yang
dimiliki oleh Indonesia -berikut gambaran kondisi nelayan di
wilayah pesisir sebagal Salah satu lapisan masyarakat yang belum
mendapatkan manfaat langsung dari besarnya potensi perikanan
tangkap yang secara spesifik berada di wilayah perairan Natuna,
rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan
sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian.

Bab Il — Tinjauan-Rustakaymeliputi rujukan-rujukan dan landasan
teori 'vangAdijadikan sebagaivikerangka analisis, terdiri dari
peraturan perundangan- undangan, data dan fakta, kerangka
teoritis, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan
peningkatan kapasitas nelayan di wilayah pesisir dalam
memanfaatkan potensi perikanan tangkap.

Bab Il - Pembahasan, berisikan pembahasan dari pokok-pokok
kajian yang dianalisis yang topik bahasannya meliputi tinjauan
regulasi terkait perikanan dan nelayan, revitalisasi sarana dan
prasarana  perikanan, peningkatan kapasitas  nelayan,
pengamanan Wilayah Perairan Indonesia, penguatan sistem
pemasaran hasil tangkap dalam upaya pemanfaatan potensi

perikanan.



4) Bab IV - Penutup, mencakup dari kesimpulan penelitian dan
kajian yang telah dilaksanakan serta rekomendasi bagi pemangku

kebijakan dan kepentingan yang terkait.

5. Metode dan Pendekatan
a. Metode
Penulisan dan penyusunan Taskap ini menggunakan metode
analisis deskriptif yang mengedepankan studi literatur, data-fakta, dan
dokumen pendukung terkait judul bahasan. Teori analisis SWOT
(strength, weakness, opportunity, threat), peningkatan kapasitas,
strategi dan pemasaran digunakan sebagai kerangka teori dalam
menganalisis data dukung untuk mendapatkan rujukan kebijakan
strategis yang bermanfaat dalam peningkatan kapasitas nelayan di
wilayah pesisir guna pemanfaatan potensi perikanan.
b. Pendekatan
Pada penyusunan dan penulisan taskap mengedepankan
pendekatan empiris, komprehensif dan holistik yang didukung data dan
fakta melalui studi kepustakaan uniuk dianalisis dalam kerangka teori
dan regulasi yuridis yang berlaku dengan tetap mencermati pengaruh

perkembangan lingkungan strategis yang berlangsung.

6. Pengertian-Pengertian *

a. Peningkatan

Peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf
dengan menaikan, memperhebat produksi dan sebagainya?!l. Dijelaskan
lebih dalam oleh Adi D. K?2, dalam Kamus Praktis Bahasa Indonesia bahwa
peningkatan memiliki kata dasar “tingkat” yang memiliki beberapa lapisan
yang tersusun secara natural, sehingga membentuk suatu susunan yang
ideal. Sedangkan peningkatan ialah perubahan dari individu atau kelompok
dari tidak berpengetahuan menjadi berpengetahuan, dari tidak mampu

menjadi mampu.

21 Peter Salim dan Yenny Salim. 1995. “Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer”. Jakarta : Modern
Press 1995. Hal 160.
22 Adi, D K. 2001. “Kamus Praktis Bahasa Indonesia”. Surabaya: Fajar Mulia.
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b. Kapasitas

Morgan?® menuturkan jika pengembangan kapasitas adalah proses
yang dilewati oleh individu, kelompok dan organisasi demi mengembangkan
keahlian mereka dalam menjalankan peran mereka untuk mendapatkan hasil
yang diharapkan.

c. Pesisir
Dahuri?* menjelaskan yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah

suatu area peralihan antara daratan dan lautan. Sedangkan dalam
penjabaran UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah daerah peralihan
antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat
dan laut.

d. Nelayan
Sastrawidjaya®® menjabarkan yang dimaksud dengan nelayan adalah

penduduk yang mendiami pesisir pantai dan menggantungkan kehidupan
ekonominya pada kegiatan pemanfaatan sumber daya laut. Sedangkan UU
No. 31/2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa masyarakat nelayan
adalah masyarakat yang memillki mata pencaharian sebagai penangkap
ikan.

e. Perikanan Tangkap
Menurut BPS yang dimaksud perikanan tangkap adalah semua hasil

penangkapan _ikan/binatang' "air - laihnya- . yang ditangkap dari sumber
perikanan atami-di-taut atau perairan umull secara bebas dan bukan milik

perorangan?®.

23 Morgan, P. 2004. “What is Capacity? Going beyond the Conventional Wisdom. Written for the
News from the Nordic Africa Institute”. European Centre for Development Policy Management.
http://www.ecdpm.org. Diakses 3 April 2022.

24 Dahuri R., Rais J., Ginting Putra S., Sitepu M.J. 2013. “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
Secara Terpadu”. Jakarta: PT. Balai Pustaka

25 Sastrawidjaya. 2002. “Nelayan Nusantara”. Jakarta: Pusat Pengolahan Produk Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan.

26 Badan Pusat Statistik. -. “Indeks Berantai Produksi Perikanan  Tangkap’.
https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/126. Diakses 1 Juni 2022.


https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/126

BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

Umum

Kapasitas nelayan serta sarana dan prasarana yang baik adalah
variabel penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Hal ini didukung dengan potensi sumber daya kelautan dan telah dibuktikan
dengan kejayaan maritim yang pernah dirasakan bumi nusantara pada masa
lalu. Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka dalam meningkatkan
kapasitas nelayan dan sarana prasarana di wilayah pesisir guna
pemanfaatan potensi perikanan yang meliputi peraturan perundang-
undangan, kebijakan dan regulasi, kerangka teoritis, data dan fakta terkait
kapasitas nelayan dan sarana prasarana di wilayah perairan Natuna, serta
lingkungan strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi perikanan.

Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, dan Regulasi
Pada pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya

kelautan pemerintah telah menyusun dan menetapkan beberapa landasan

hukum sebagai acuan utama. Peraturan perundang-undangan, kebijakan
dan regulasi yang dimaksud adalah :

a. Undang-Undang Nofman R4y Jahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunaniilangka PanjanoViaMasional Tahun  2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 adalah penjabaran dari tujuan pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang disusun secara periodik dan dalam bentuk visi, misi,
dan arah pembangunan nasional. Dalam RPJPN 2005-2025 visi
pembangunan nasional adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur” yang kemudian dijabarkan dalam delapan misi pembangunan
nasional yang salah satu diantaranya adalah “Mewujudkan Indonesia
menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional”. Untuk mewujudkannya maka dilakukan

11
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penguatan pada tiga aspek kemaritiman yakni ekonomi maritim,
kekuatan maritim, dan peradaban maritim. Dalam memperkuat ekonomi
maritim salah satu implementasinya adalah menuju industrialisasi
perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing serta diiringi dengan
penguatan peradaban maritim dengan menciptakan kualitas sumber
daya manusia maritim yang unggul.
Undang-Undang Nomor Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No0.45/2009 yang dimaksud
dengan perikanan merupakan berbagai kegiatan yang memiliki
hubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan
dan lingkungannya baik pada fase pra-produksi, produksi, pengolahan
hingga pada tahap pemasaran yang dijalankan dalam satu sistem
bisnis perikanan. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud
dengan penangkapan ikan adalah upaya untuk memperoleh ikan di
perairan yang tidak di dibudidayakan termasuk kegiatan yang
memanfaatkan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
Umumnya kegiatan penangkaparn, ikan dilakukan oleh nelayan, yang
jika penangkapanatikan-yang dilakukam marya cukup untuk kehidupan
sehari-hari dan kapal yang digunakan berukuran di bawah 5 gross ton
maka disebut nelayan kecil.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)
Dalam wundang-undang ini berisikan tentang pembangunan,
pengelolaan, pengembangan, pengelolaan, perlindungan, pertahanan
keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut serta tata
kelola kelembagaan kelautan. Pada Pasal 1 ayat (2) dijabarkan
kelautan yang dimaksudkan dalam undang-undang UU 32/2014
meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan



13

laut, termasuk pulau-pulau dan area pesisir. Penyelenggaraan kelautan
seperti yang diatur dalam undang-undang ini harus dijalankan atas
asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum,
kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan,
desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Tahun 2021 Nomor 37)

Peraturan Pemerintah (PP) ini lahir sebagai turunan dari Undang-
Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020. Ruang lingkup
yang dijadikan acuan dalam PP ini adalah pengelolaan sumber daya
ikan termasuk standar mutunya serta pengaturan impor komoditas
perikanan dan pergaraman untuk kepentingan masyarakat luas. Terkait
pengelolaan sumber daya ikan, PP ini mengatur beberapa hal seperti
penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
(WPPNRI) yang ada di perairan laut dan perairan darat, pengaturan
ukuran dan berat minimum Jenissikan yang boleh ditangkap, serta hal
lain yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan
yang berkelanjutan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi
Percepatan PembangspanFindesiri Perikanan Nasional (Lembaran
Negara Tahtn26x7Nomor 12)

Perpres yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal
tahun 2017 dan dilaksanakan periode 3 (tiga) tahun atau sampai 2019.
Munculnya Perpres ini dilatarbelakangi oleh dorongan untuk
meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan
pemasar hasil perikanan serta memperluas penyerapan tenaga kerja di
bidang perikanan sehingga mampu meningkatkan devisa negara. Ada
lima program yang diatur dalam Perpres ini, yakni perikanan tangkap
berkelanjutan, perikanan budidaya berkelanjutan, industri pengolahan
hasil perikanan, tata ruang dan pengembangan kawasan, dan regulasi
kelembagaan dan pembiayaan. Program-program tersebut dirinci
dalam mata kegiatan yang memiliki target ataupun keluaran yang
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dibatasi jangka waktu pelaksanaanya oleh penanggung jawab/ instansi
terkait.

f. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Laut
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 32)

Terbitnya perpres ini dilatarbelakangi begitu luasnya wilayah
perairan yang memiliki potensi sumber daya yang harus diatur secara
maksimal dan berkelanjutan agar bisa menjadi pondasi terwujudnya
cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Perpres yang
ditetapkan oleh Joko Widodo ini mengatur program dan kegiatan
kementerian/lembaga di bidang kelautan untuk mewujudkan Indonesia
yang berdaulat, maju, mandiri, serta dapat memberikan kontribusi
positif bagi keamanan dan kawasan dan dunia yang sesuai dengan

kepentingan nasional.

Kerangka Teoritis
Untuk mewujudkan  penulisen yang holistik, komprehensif, serta
kontekstual maka telah diietapkan beberapa teori akademis yang dapat
dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti :
a. Teori Analisis SWOT
Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threats)
merupakan analisis kendisiz intgrnal yang terdiri dari kekuatan dan
kelemahan' atatigun‘eksternal yang terdiri-dart peluang dan tantangan
suatu organisasi yang akan digunakan untuk merancang strategi dan
program organisasi.
1) Kekuatan (strength) merupakan aspek positif yang sifatnya
berasal dari dalam (internal);
2) Kelemahan (weakness) adalah aspek negatif yang sifatnya
berasal dari dalam (internal);
3) Kesempatan (opportunity) merupakan aspek positif yang sifatnya
berasal dari luar (eksternal);
4)  Ancaman (threats) merupakan aspek negatif yang sifatnya berasal

dari luar (eksternal).
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Analisis SWOT pendekatan kualitatif dikembangkan oleh Kearns,
digambarkan dalam delapan kotak yaitu kekuatan, kelemahan, peluang
dan tantangan dan empat kotak isu strategis pertemuan faktor internal

dan eksternal?’, seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks SWOT Kualitatif Kearns

EKSTERNAL OPPORTUNITY TREATHS
INTERNAL (Kesempatan) (Ancaman)
STRENGTH Comparative
(Kekuatan) Advantage
WEAKNESS Divestment/Investment

(Kelemahan)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada kotak Comparative Advantage yang merupakan pertemuan
antara kekuatan dan kesempatan memberikan gambaran sejauh
kemungkinan peningkatan, perkembangan, dan pertumbuhan atas
kebijakan yang diambil. Selanjutnya, pada kotak Mobilization yang
mempertemukan ancaman kekuatan memberikan gambaran terkait
upaya mobilisasi sumber daya yang tersedia untuk mengatasi ancaman
untuk kemudian terkonversi menjadi peluang. Sedangkan pada kotak
Divestment/lnvestmentothﬂ@g it,@/r,jadi interaksi antara kelemahan dan
kesempat‘a_?:ﬁyamg faberikan dua’ miﬁhuh%ryi melepaskan peluang
untuk difaksanakan oleh pihak lain atau memakgakannya meski dengan
keterbatasan yang ada. Pada kotak damage control merupakan kondisi
terburuk yang ada karena benturan antara kelemahan dan ancaman
yang datang dan bisa mendatangkan banyak hal buruk maka perlu
diambil kebijakan untuk meminimalisir dampaknya agar tidak menjadi
lebih buruk.

Penggunaan analisis SWOT dalam Taskap ini akan memberikan
kemudahan dalam menentukan arah kebijakan untuk meningkatkan

kekuatan, mengurangi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan

21 BPS.-. “Analisis SWOT”. https://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf. Diakses
pada 3 April 2022
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menghindari ancaman yang ada terkait peningkatan kapasitas nelayan,
sarana prasarana pesisir, dan pemasaran produk perikanan tangkap.
b. Teori Kapasitas

Pengembangan kapasitas yang efektif menurut Soeprapto?® dalam
bukunya The Capacity Building for Local Government Toward Good
Governance menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas yang efektif
dan berkesinambungan dapat dilakukan dalam tiga tingkatan yaitu:

1) Tingkatan sistem, berkaitan dengan aturan dan regulasi yang
mengakomodasi sasaran dan target kebijakan tertentu;

2) Tingkatan institusional, seperti struktur organisasi, proses
pengambilan keputusan, prosedur pekerjaan, pengaturan sarana
dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi;

3) Tingkatan individual, antara kemampuan personal dan
persyaratannya, pengetahuan, tingkah Ilaku, pengelompokan
pekerjaan serta motivast yang dimiliki untuk berkembang.

Dengan teori kapasitas di atas, akan mempermudah dalam
penentuan target dan arah capaian yang akan dituju dalam peningkatan
kapasitas nelayan perikanan tangkap. Dengan terpenuhinya target
capaian dalam tiga tingkatan baik sistem, institusional, maupun
individual maka akan terbentuk satu kualitas sumber daya kelautan
yang berkualitas, tampgguiidan, terampil dalam bidang kelautan
sehingoa dapat Aebin —produktif danihberdaya’ saing terutama dalam
menjalankan program-konsep dari ekonomi biru.

c. Teori Strategi

Menurut David R. Fred?® tahapan tersebut terbagi dalam
perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi.

1) Perumusan Strategi :

a) Pengembangan visi dan misi;

b) Identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi;

c) Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal;

d) Penetapan tujuan jangka panjang;

28 Soeprapto, R. 2010. “The Capacity Building for Local Government Toward Good Governance”.
Word Bank.
2% David R. Fred. 2011. “Manajemen Strategis”. Jakarta: Salemba Empat
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3)
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e) Pencarian strategi-strategi alternatif;
f)  Pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan;
Perumusan strategi adalah tahapan awal yang menentukan;
sejauh mana sasaran atau target yang akan dicapai melalui
strategi yang diterapkan. Pada tahapan ini juga dilakukan
identifikasi awal terhadap sumber daya yang dapat mendukung
terlaksananya strategi.
Penerapan Strategi:
a) Pengembangan budaya yang suportif pada strategi;
b) Penciptaan struktur organisasional yang efektif;
c) Pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran;
d) Penyiapan anggaran;
e) Pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi;
f) Pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi;
Tahapan penerapan . strategi adalah tahap yang paling
krusial dalam manajemen strategi yang membutuhkan disiplin,
komitmen, perjuangan dan pengorbanan dalam penerapan
maupun pengimplementasian  strategi. Keberhasilan penerapan
strategi sangat bergantung pada keahlian dan kemampuan para
stakeholder yang bertanggungjawab sesuai kewenangannya
dalam memastikan girdiggibgrjalan sesuai rencana.
Penilaian' Stratéqi '
a) Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang
menjadi landasan bagi strategi saat ini
b) Pengukuran kinerja
c) Pengambilan langkah korektif
Tahap terakhir dari manajemen strategi adalah penilaian
atau evaluasi terhadap strategi maupun kebijakan yang diambil.
Hal ini menjadi tanggung jawab dari pelaksana strategi sesuai
jenjang struktural. Penilaian ataupun evaluasi sangat penting dan
merupakan cara utama dalam mendapatkan informasi sejauh
mana strategi atau kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan
berjalan. Penilaian dan evaluasi tidak berhenti pada titik berhasil
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atau gagal, tapi juga pada perencanaan strategi selanjutnya.
Dengan penggunaan teori strategi diharapkan kebijakan terkait
peningkatan kapasitas nelayan, sarana prasarana di pesisir, dan
peningkatan pemasaran hasil perikanan tangkap dapat terarah,
terukur, terfokus, dan terkoordinasikan dengan baik. Dengan
penerapan teori strategi maka fase maupun tahapan strategi
terkait peningkatan kapasitas nelayan tersusun dalam satu
rangkaian rencana aksi baik pada tahap perumusan, penerapan,
hingga penilaian atau evaluasi kebijakan terkait kapasitas nelayan,
sarana prasarana pesisir, dan pemasaran perikanan tangkap yang
diambil.
d. Teori Pemasaran
Murti Sumarni (2003) dalam bukunya Bauran Pemasaran dan
Loyalitas Konsumen menuturkan bahwa yang dimaksud pemasaran
merupakan metode manajerial- yang diterapkan baik individu maupun
kolektif dalam mendapatkan Kebutuhan dan keinginan mereka, dengan
cara membuat dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.
Penggunaan teori pemasaran akan mempermudah dalam pelaksanaan
analisis penentuan kebijakan terbalk yang akan diambil dalam
pemasaran hasil perikanan baik yang segar maupun olahan. Mengingat
pangsa pasar perikanamy yangl difuju tidak hanya menargetkan pasar
nasional naminAnga pasar luar negeri'sehingga dibutuhkan strategi
pemasaran yang holistik dan komprehensif sehingga pemasaran hasil

perikanan tangkap dapat berhasil dilaksanakan.

10. Data dan Fakta
Sesuai dengan pengkajian dan telaah periodik yang dilakukan
sebanyak satu kali dalam periode tiga tahun oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia maka telah ditentukan data potensi sumber

daya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
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(WPPNRYI). Hasil kajian tersebut diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 20223,

Menilik pada data terbaru tersebut, ditentukan potensi sumber daya
ikan di 11 WPPNRI ada pada angka 12,01 juta ton pertahun dengan Jumlah
Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton per tahun. Khusus WPP
711 yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna
Utara memiliki potensi 1,13 juta ton dengan JTB 911 ribu ton per tahuns?,

Potensi yang ada pada WPP 711 sendiri didominasi dengan ikan
pelagis kecil dengan estimasi sebanyak 536.917 ton dan ikan pelagis besar
pada angka 163.744 ton. Potensi lainnya adalah ikan demersal 289.300 ton,
ikan karang 23.725, cumi-cumi 32.369, udang penaeid 71.810 ton, rajungan
9.804 ton, lobster 1.467 ton, dan kepiting 3.388 ton.

Umumnya angka yang ditentukan sebagai reservasi sumber daya ikan
adalah 20% dari estimasi potensi yang ada dari masing-masing WPPNRI.
Namun jika kondisi sumber daya ikan yang dimaksud ternyata mengalami
penurunan yang signifikan maka reservasi bisa lebih dari angka 20%.
Penetapan JTB ini sendiri ditujukansuntuk menghindari overfishing demi

berlangsungnya kesehatan dan kelestarian laut, lihat Tabel 2.

Tabel 2. Estimasi Potensi Sumber Daya lkan, Jumlah Tangkapan lkan yang Diperbolehkan,
dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya lkan Di WPPNRI 711

Wilayah Pengelolaan lkan Ikan tkan lkan Udangd Lobster | Kepiting | Rajun Cumi-
Perikanan Negara Republik Pelagis | Pelagi Karang | Penaei gan Cumi
Indonesia Kecil @gﬁ:" Fpﬂglm-'m

o R

ANHEE N GRYA
- A B S A ML Vi
Estimasi AN 1A
Potensi 536.917 | 163.744 | 289.300 | 197.580 71.810 1.467 3.388 9.804 32.369

(ton)

JTB (ton)

375.842 | 114.621 | 202.510 | 138.306 50.267 734 1.694 4.902 22.658
Tingkat
Pemanfaa 0,9 0,7 0,8 0,5 0,6 1,1 1,9 1,2 0.5

tan

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

80 KKP RI. 2022. “KKP Perbarui Data Estimasi Potensi lkan, Totalnya 12,01 Juta Ton per Tahun”.
https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-12-01-juta-
ton-per-tahun. Diakses 3 Juli 2022.

31 “Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Estimasi Potensi Sumber Daya lkan, Jumlah Tangkapan lkan yang Diperbolehkan, dan Tingkat
Pemanfaatan Sumber Daya lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”


https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-12-01-juta-ton-per-tahun
https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-12-01-juta-ton-per-tahun
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Pada tahun 2020 total nilai ekspor perikanan global membukukan
angka 152 miliar dolar Amerika yang mengalami penurunan sebanyak 7%
dari pembukuan tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19. Negara-negara
eksportir utama produk perikanan seperti China, Norwegia, Vietham, India,
Thailand, dan Ekuador mengalami penurunan nilai ekspor pada rata-rata
angka 6,03%. Hal berbeda justru terjadi pada Indonesia yang mengalami
kenaikan nilai ekspor produk perikanan yang tumbuh positif di angka 5,7%
dan membuat Indonesia berada di peringkat delapan dunia sebagai negara
eksportir produk perikanan tahun 2020%.

Untuk tahun 2020 Indonesia berhasil mengekspor 57.694,3 ton ikan
segar/dingin ke berbagai belahan dunia dengan nilai FOB (free on board)
mencapai USD125,7 juta. Malaysia, Singapura, dan Jepang adalah tiga
negara tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia®3. Ekspor yang dikirimkan ke
Malaysia mencapai 30.225,9 ton dengan nominal 47,2 juta dollar Amerika, ke
Singapura sebanyak 15.591,1 tea dengan nominal 34,7 juta dollar Amerika,
dan Jepang di angka 3.025,9 ton dengan nominal 15,1 juta dollar Amerika.
Negara-negara lain yang menjaditujuan ekspor diantaranya adalah Amerika
Serikat, Taiwan, Arab Saudi, Hongkong, China, Australia, dan Uni Emirat
Arab. Beberapa negara lain juga menjadi tujuan ekspor meski angkanya
belum begitu signifikan.

Pada pasar nasional, konsumsiyiken terus meningkat selama sepuluh
tahun terakhir, 'Hal“iAiN menunjukkan ~masyarakar™ Indonesia kian tertarik
mengkonsumsi makanan berbahan dasar ikan. Data yang dirilis oleh KKP
menunjukkan bahwa angka konsumsi ikan nasional tahun 2021 naik 1,48%
dari tahun sebelumnya. Saat ini angka konsumsi ikan nasional berada pada
angka 55,37 kilogram/kapita/tahun dan tahun sebelumnya berada pada
angka 54,56 kilogram/kapita/tahun3*.

32 KKP RI. 2021. “Peringkat Indonesia Sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkat di
Masa Pandemi”. https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-
produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi. Diakses 3 Juli 2022.

83 BPS. 2021. “Ekspor lkan Segar/Dingin Hasil Tangkap Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-
2020”. https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/25/2024/ekspor-ikan-segar-dingin-hasil-tangkap-
menurut-negara-tujuan-utama-2012-2020.html. Diakses 3 Juli 2022.

34 Ali Mahmudan. 2022. “Angka Konsumsi lkan Indonesia Sebesar 54,56 Kg/Kapita Pada 2021".
https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-indonesia-sebesar-5456-kgkapita-
pada-2021. Diakses 3 Juli 2022.


https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi
https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi
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https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-indonesia-sebesar-5456-kgkapita-pada-2021
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Lingkungan Strategis

a.

Lingkungan Strategis Internasional

Saat ini United Nations Conventions on the Law of the Sea
(UNCLOS) yang dihasilkan dari konferensi Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB) periode 1973-1982%° adalah instrumen hukum
internasional pada bidang kelautan yang telah disepakati oleh banyak
negara. Cakupan yang diatur dalam UNCLOS 1982 cukup luas seperti
zona maritim yang dapat diklaim sebuah negara, riset kelautan, polusi
hingga prosedur yang digunakan jika terjadi sengketa terkait kelautan.

Setelah disepakati dan diratifikasi oleh berbagai negara, UNCLOS
1982 yang dapat dikatakan sebagai Constitution of the Oceans tentu
memberikan konsekuensi tertentu bagi masing-masing negara. Salah
satu yang paling banyak mendapatkan sorotan adalah dibentuknya
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada wilayah laut suatu negara. Jika
merujuk pada Article/Pasal 57 dari UNCLOS 1982 yang dimaksud
dengan ZEE adalah “..an area beyond and adjacent to the territorial sea
and shall not extend beyond 200-nautical miles from the baselines from
which the breadth of the territorial sea is measured..®%”. Dengan kata
lain ZEE adalah wilayah sejauh 200 mil dari garis pantai suatu negara
yang dalam penerapannya negara tersebut mempunyai hak atas
kekayaan alam yang agadi zZonasggrsebut.

Setelah 'diakuifya ZEE tatanansdinia “berubah secara drastis
dalam aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada di
laut. Karena dengan keberadaan ZEE memberikan yurisdiksi dan
peluang yang lebih menguntungkan secara ekonomi bagi negara-
negara pantai. Terutama dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

Pengaturan ZEE pada UNCLOS 1982 ada di dalam Part/Bab V
yang berisikan 21 pasal yang 15 diantaranya mengatur tentang
perikanan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip konservasi dan
eksploitasi sumber daya ikan oleh negara pantai (coastal state) dan

akses bagi negara lain. Pada Pasal 61 UNCLOS 1982 memberi

35 United Nations. 1982. “United Nations Convention on the Law of the Sea”. U.N. Doc.
A/CONF.62/122.

36 ibid



22

kewajiban bagi negara pantai untuk menentukan Total Allowable Catch
(TAC) yang merupakan jumlah tangkapan maksimal sumber daya ikan
di wilayah ZEE-nya. Negara pantai juga harus menelaah Capacity to
Harvest yang kemudian selisinnya dapat dimanfaatkan oleh negara
lain®’. Dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 tersebut
sangat mempengaruhi pemanfaatan sumber daya perikanan yang
dimiliki oleh Indonesia karena dalam ketentuan tersebut membuka
kemungkinan negara lain memanfaatkan sumber daya perikanan yang
ada di wilayah ZEE Indonesia. Hal ini adalah ancaman yang cukup
serius mengingat sampai saat ini pun Indonesia belum berada pada
kondisi surplus dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Hal ini
merupakan tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah untuk dapat
mengembangkan armada perikanan nasional baik dalam jumlah
maupun kapasitas penangkapan sehingga pemanfaatan sumber daya
perikanan di ZEE Indonesia dapat dilakukan secara maksimal.

Dari sudut pandang konservasi yang diamanatkan oleh UNCLOS
1982 pemanfaatan sumber daya ikan harus dibarengi dengan
pengelolaan yang baik dengan memelihara atau memulihkan populasi
sumber daya ikan dan memperhatikan pola penangkapannya yang
merujuk pada standar internasional baik di tingkat sub-regional,
regional, dan global.|Menjelemkan konservasi sumber daya ikan juga
sejalan denganfujuan-ke-14 dari-TUjuem-Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable Development Goals®® (SDGs) yakni Melestarikan
dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan
Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan yang masuk dalam
kelompok Pilar Pembangunan Lingkungan. TPB/SDGs sendiri adalah
kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam PBB dalam upaya
menyejahterakan warga dunia. Dalam agenda yang disetujui pada
Sidang Umum PBB September 2015 silam, TPB/SDGs diuraikan dalam
17 Tujuan dan 168 Target dan dikelompokkan dalam empat pilar.

37 ibid, Article 61.

38 United Nations General Assembly. 2015. “Transforming our world: the 2030 Agenda for
Sustainable Development”. AIRES/70/1. https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html. Diakses
4 Juli 2022.
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Dalam Tujuan ke-14 TPB/SDGs terkait Ekosistem Laut ada beberapa
target yang telah ditentukan yakni: (1) Mencegah dan mengurangi
berbagai pencemaran di laut, terutama dari kegiatan berbasis lahan,
termasuk sampah laut serta polusi nutrisi; (2) Melakukan pengelolaan
dan perlindungan pada ekosistem laut dan pesisir yang berkelanjutan
agar terhindar dari dampak buruk, yang diiringi dengan peningkatan
ketahanannya, dan melaksanakan restorasi demi terwujudnya laut yang
sehat dan produktif; (3) Meminimalisir dan meredam dampak
pengasaman laut, yang diwujudkan dalam kerja sama ilmiah pada
berbagai tingkatan; (4) Menangani pemanenan ikan yang melebihi
batas tangkap, dan memberantas penangkapan ikan ilegal serta
penangkapan ikan yang mengganggu ekosistem laut. Dilaksanakan
dengan dasar ilmu pengetahuan dengan tujuan mengembalikan jumlah
ikan dalam tempo sesingkat-singkatnya ke jumlah yang dibutuhkan
agar reproduksi berlangsung maksimal; (5) Memastikan paling sedikit
10% dari area pesisir dan laut yang mengacu pada hukum nasional dan
internasional menurut Informasic ilmiah yang telah didapatkan; (6)
Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi
terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan Dberlebihan,
menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan
ilegal, yang tidak dilaparkai& tidak diatur dan menahan jenis subsidi
baru,-.dengan*mengakui bahwa perlakuan"khtisus dan berbeda yang
tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang
berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi
perikanan pada the World Trade Organization (WTO); (7) Menambah
nilai ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan,
termasuk pengelolaan perikanan, budidaya serta pariwisata.
Target-target yang terlah dirumuskan dalam Tujuan ke-14 TPB ini
sejalan dengan apa konsep ekonomi biru dimana pemanfaatan suber
daya laut haruslah memperhatikan lingkungan dalam menciptakan
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, mata pencaharian yang juga
melestarikan ekosistem laut. Konsep ekonomi biru adalah peluang
besar yang bila jalankan dengan tepat dapat memulihkan ekosistem
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laut yang rusak akibat aktivitas perikanan serta mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi kelautan di yang berkelanjutan.
Lingkungan Strategis Regional

Pasal 63 dan 64 UNCLOS 1982 mengindikasikan untuk dua
negara atau lebih untuk bekerjasama terkait pengelolaan dan
konservasi sumber daya ikan yang ada di laut lepas maupun ZEE.
Selain itu konvensi UN Fish Stock Agreement dan Code of Conduct for
Responsible Fisheries oleh Food and Agriculture (FAO) adalah
landasan untuk membentuk beberapa Regional Fisheries Management
Organizations (RFMOs)®*. Keikutsertaan Indonesia dalam RFMOs
sendiri telah diamanatkan oleh UU. No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan pada : Pasal 5 ayat 2 “..Pengelolaan perikanan di luar
wilayah perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
persyaratan, dan/standar internasional yang diterima secara umum..”;
pada Pasal 6 ayat 1, “.Pengelolaan perikanan dalam wilayah
pengelolaan perikanan Republiksindonesia dilakukan untuk tercapainya
manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian
sumberdaya ikan”; dan Pasal 10, “..Pemerintah ikut serta secara aktif
dalam  keanggotaan badan/lembaga/organisasi  regional dan
internasional dalam rangka kerasama pengelolaan perikanan regional
dan internasionali i A '

Indonesia saat ini tergabung dalam beberapa RFMOs seperti
Indian Ocean Tuna Commision (IOTC) sebagai negara anggota penuh,
Western Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) sebagai
anggota penuh, Commission for the Conservation of Southern Bluefin
Tuna (CCSBT) sebagai anggota penuh, dan Inter-Atlantic Tropical Tuna
Commission (IATTC) sebagai anggota tidak penuh?®. Selain itu
Indonesia juga aktif dalam kerjasama yang dilaksanakan dalam FAO

dan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) serta

39

KKP.-. “Regional Fisheries Management Organizations (RFMOQs)”.

https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5250-regional-fisheries-management-organizations-rfmos.
Diakses 4 Juli 2022.

40 ibid.
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komitmen terkait perikanan dalam bentuk hubungan bilateral dengan
negara lain.

Dalam kerjasama yang dilaksanakan SEAFDEC sendiri
penanganan dan pemberantasan llegal, Unregulated, and Unreported
Fishing di wilayah ASEAN adalah isu utama selain isu keberlanjutan
sektor perikanan tangkap*!. Indonesia adalah lead country terkait
penanganan IUU Fishing dan menawarkan solusi dengan
pengembangan dan peningkatan kapasitas negara-negara anggota
SEAFDEC dalam bentuk pelatihan dan bantuan teknis.

c. Lingkungan Strategis Nasional

Negara Republik Indonesia adalah sebuah kesatuan wilayah yang
terdiri dari wilayah daratan dan wilayah air. Lautan sebagai salah satu
wilayah air yang dimiliki Indonesia mencapai mencapai 5,8 juta km?2.
Indonesia adalah negara bahari karena 70% wilayahnya dikelilingi oleh
lautan yang terdiri dari: 1} total archipelagic water 2,3 juta km?; total
territorial waters 0,8 juta km# EEZ waters 2,7 juta km?; dan coastline
sepanjang 95.181km?.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak dan kedaulatan
penuh terhadap seluruh atas wilayahnya termasuk laut untuk dikelola
dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan
kemakmuran rakyatnya. Sebegaimana diamanatkan dalam Pembukaan
dan Undang-UntiangDasar Negara Republikindonesia Pasal 33 ayat 3
yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.

Meski memiliki modal besar dalam aspek geografis dan
demografis, Indonesia dalam pengelolaan sumber kekayaan alam di
laut masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang harus
diselesaikan secara komprehensif. Menyikapi hal tersebut Presiden

Joko Widodo menerbitkan Perpres No. 16/2017 tentang Kebijakan

41 KKP. 2019. “Indonesia Bersama SEAFDEC Dorong Penguatan Kerja Sama Regional Untuk
Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan”. https://kkp.go.id/artikel/9523-indonesia-bersama-
seafdec-dorong-penguatan-kerja-sama-regional-untuk-keberlanjutan-sumber-daya-perikanan.
Diakses 4 Juli 2022.
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Kelautan Indonesia demi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim
Dunia yang mengacu pada UU No. 17/2007 tentang RPJP dan UU No.
32/2014 tentang Kelautan. Untuk mewujudkan misi tersebut pemerintah
mengimplementasikannya dalam bentuk terkelolanya sumber daya
kelautan secara optimal dan berkelanjutan yang diiringi dengan
terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan
teknologi kelautan yang andal serta terwujudnya Kkesejahteraan
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata sehingga
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang
berdaya saing.

Kebijakan di atas disusun berdasarkan enam prinsip dasar: 1)
wawasan nusantara, sebagai cara pandang dan sikap yang
mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara; 2) pembangunan berkelanjutan, yang memastikan
kegiatan pembangunan tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini
tapi juga generasi di masa yang akan datang; 3) ekonomi biru, yang
mengintegrasikan pembangunan darat dan laut untuk menjadi kekuatan
Indonesia; 4) pengelolaan terintegrasi dan transparan, yang diwujudkan
dengan keterkaitan berbagai aspek di dalam naungan regulasi yang
jelas dan terbuka dalam penyusunan dan penerapannya; 5) partisipasi,
yang-mewajibkanm keteriibatan semuaistakeholders berperan serta pada
tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian
sesuai dengan kewenangannya masing-masing; dan 6) kesetaraan dan
pemerataan, untuk memastikan semua warga Indonesia tanpa melihat
suku, ras, agama, dan jenis kelaminnya dapat merasakan
pembangunan pada sektor kelautan.

Pada dasarnya penentuan kebijakan terkait pengelolaan sumber
kekayaan alam harus mengacu pada kondisi dinamis yang ada pada
masyarakat pesisir terutama para nelayan. Jika dilihat dari sudut
pandang gatra sosial budaya, adalah sebuah ironi saat bangsa ini
memiliki sumber kekayaan alam di laut yang melimpah dan potensi
ekonomi yang tinggi namun tidak diiringi dengan kesejahteraan



27

nelayan. Tidak bisa dipungkiri, saat ini masyarakat pesisir yang
berprofesi sebagai nelayan ada pada di bawah garis kemiskinan yang
bahkan berlangsung turun temurun dan lintas generasi. Kemiskinan
yang dirasakan oleh nelayan dapat dilihat dari sulitnya mereka untuk
memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan yang disertai
dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang rendah. Rendahnya
kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan adalah tantangan
yang harus diselesaikan.

Melihat realitas kemiskinan nelayan tersebut, dibutuhkan
intervensi dari semua pemangku kepentingan terutama pemerintah
sebagai penyelenggara negara untuk memutus rantai kemiskinan
nelayan. Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas
nelayan berkesinambungan dengan ketahanan nasional pada gatra
ekonomi. Dengan meningkatkan  kapasitas nelayan akan
mempengaruhi pada kualitas dan kuantitas dari tangkapan ikan
sehingga pendapatan nelayan menjadi lebih tinggi.

Melalui program ekonomis biru yang dijalankan pemerinatah
melalui WPP maka membuka kesempatan atau peluang bagi para
investor dari dalam dan luar untuk melakukan usaha di bidang
perikanan berkelanjutan yang memberikan dampak ekonomi secara
luas. Penerapan strategii ekonomy biru melalui peningkatan kapasitas
nelayan akan'“meperbesar peluang adaia™ ‘mempercepat pemulihan
kesehatan laut dan membentuk ekonomi laut yang berkelanjutan
sehingga dapat menarik investasi bisnis yang dapat mempengaruhi
pendapatan masyarakat pesisir. Dengan pendapatan tinggi dan disertai
tata kelola keuangan yang baik, akan meningkatkan perputaran
ekonomi di wilayah pesisir sehingga akan berdampak positif pada
bertambahnya Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan. Manfaat
ekonomi ini jelas akan mengokohkan perekonomian dan terwujudnya

ketahanan nasional.
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12. Umum

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar dari sumber daya
kelautan khususnya perikanan. Sektor perikanan tangkap merupakan salah
satu kekuatan ekonomi nasional jika dapat dimanfaatkan secara tepat guna
dan tepat sasaran. Tidak dapat dipungkiri masih banyak kendala dalam
pemanfaatan sumber daya perikanan terutama kapasitas nelayan dan
kualitas sarana prasarana pendukung sektor perikanan. Melihat realitas yang
sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan dinamika lingkungan
strategis di lingkup internasional serta regional maka muncul keniscayaan
dalam memproyeksikan kebijakan berdampak positif bagi perekonomian
masyarakat pesisir juga terwujudnya keberlangsungan alam yang lestari dan
berkelanjutan. Dalam mewujudkannya, dibutuhkan sumber daya manusia di
sektor perikanan yang memiliki produktivitas tinggi dan berdaya saing serta
diiringi dengan infrastruktur fisik yangsmumpuni dan sejalan dengan prinsip-
prinsip ekonomi biru. Setelah mempelajari data dan fakta serta
memperhatikan lingkungan strategis yang ada, maka pada bab ini akan
dibahas mengenai pertanyaan kajian yaitu, strategi peningkatan kapasitas
nelayan di kawasan pesisiti Naiuna,, strategi peningkatan sarana dan
prasarana-di wilayah pesisir yang berkelanjutan, ‘dan strategi pemasaran
hasil perikanan tangkap untuk pasar dalam dan luar negeri.

13. Strategi Peningkatan Kapasitas Nelayan di Kawasan Pesisir
Sastrawidjaya*? menjabarkan yang dimaksud dengan nelayan adalah
penduduk yang mendiami pesisir pantai dan menggantungkan kehidupan
ekonominya pada kegiatan pemanfaatan sumber daya laut. Sedangkan
Pasal 10 UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang
No0.31/2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa nelayan adalah
masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai penangkap ikan yang

42 Sastrawidjaya, dkk. 2002. “Nelayan Nusantara”. Jakarta: Pusat Pengolahan Produk Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan
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kemudian pada pada Pasal 11 UU No. 45/2009 disebutkan bahwa nelayan
kecil adalah masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan kapal
yang berkapasitas di bawah 5 gross ton. Jika merujuk dari penjabaran
tersebut, maka dapat ditarik sudut pandang bahwa nelayan kecil adalah
nelayan yang melakukan pekerjaan menangkap ikan dengan perlengkapan
yang sederhana atau tradisional. Menurut data yang dirilis oleh Dinas
Perikanan Kabupaten Natuna, jumlah nelayan perikanan tangkap
menunjukkan kenaikan tiap tahunnya terhitung pada 2016-2019. Pada tahun
2016 jumlah nelayan Natuna berjumlah 9.657 jiwa, tahun berikutnya naik
menjadi 9.692 jiwa, kembali mengalami kenaikan pada 2018 pada angka
9.860 jiwa, dan naik secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 10.400
jiwa*3. Dapat dikatakan 13,37% penduduk Natuna menggantungkan
hidupnya dari laut, khususnya perikanan tangkap*+.

Para nelayan di Natuna menjadikan penangkapan ikan sebagai mata
pencaharian utama yang dilakukan turun temurun dan lebih mengedepankan
pengalaman mereka dibandingkan menggunakan teknologi canggih
pendukung kegiatan penangkapanikan. Mayoritas nelayan Natuna menjalani
profesinya selama puluhan tahun, tlari beberapa desa yang menjadi sampel
penelitian, ditemukan bahwa kebanyakan nelayan telah melaut dan
menggeluti perikanan tangkap selama belasan hingga puluhan tahun®.
Rata-rata umur nelayan Naiuna. Beraga pada usia produktif dengan rincian
kelompok ‘umulr 25364 (48,33%); 36-46-(38,238%), 547 (13,33%)*. Dengan
melihat rentang umur tersebut dapat dilihat fakta bahwa saat seorang anak
keturunan nelayan mulai beranjak dewasa maka dirinya akan segera bekerja
menjadi nelayan meneruskan pekerjaan orang tuanya. Di usia yang relatif
muda, kemampuan fisik jelas lebih kuat dan responsif dalam menjalankan

kegiatan perikanan tangkap dibandingkan dengan nelayan berusia lanjut.

43 Yogi Eka Sahputra. 2022. “Subsidi Pemerintah, Solusi untuk Nelayan Natuna Saat Paceklik”.
https://www.mongabay.co.id/2022/01/31/subsidi-pemerintah-solusi-untuk-nelayan-natuna-saat-
paceklik/. Diakses 3 September 2022.

44 Jumlah penduduk Kab. Natuna pada 2019 berjumlah 77.771 jiwa.

45 K Ismail. 2018. “Perikanan Natuna dan Kesejahteraan Nelayan Pasca Penerapan Kebijakan IUU
Fishing”. Jakarta: Indonesia Marine Fellows Program

46 ibid


https://www.mongabay.co.id/2022/01/31/subsidi-pemerintah-solusi-untuk-nelayan-natuna-saat-paceklik/
https://www.mongabay.co.id/2022/01/31/subsidi-pemerintah-solusi-untuk-nelayan-natuna-saat-paceklik/
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Sejalan dengan hal di atas, kebanyakan nelayan lebih memilih
memanfaatkan tenaga anaknya untuk bekerja menjadi nelayan untuk
meringankan beban ekonomi keluarga ketimbang duduk di bangku sekolah
menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan masyarakat pesisir yang selain
merasa pendidikan belum dianggap penting*’. Rendahnya tingkat pendidikan
sangat berpengaruh pada keterampilan, pola pikir, dan mental yang dimiliki.
Bila mengacu pada Angka Partisipasi Murni (APM), tingkat pendidikan
nelayan di Natuna cukup rendah. Masyarakat yang menyelesaikan bangku
Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya berada pada angka 72,11%, lebih
lengkap lihat Gambar 1.

| 2019 w2020 2021
100

75
50

25

SD/MI SMA/SMK/MA

Gambar 1. APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Natuna, 2019-2021
Sumber: BPS Kabupaten Natuna

Padahal mTenHr}lftﬂ AnWas'EfB'lpend‘%ﬁfk‘ain gsgﬁt memngkatkan kompetensi
jika kurikulem Lyang dlpelajal‘l sejalan dengan pekerjaan yang dilakukan.
Pembelajaran adalah usaha untuk meningkatkan kompetensi yang tidak
hanya melalui pendidikan formal saja namun juga dapat dilakukan melalui
saluran informal*®. Dengan kata lain, menuju kesuksesan dan kesejahteraan,
nelayan harus meningkatkan kapasitasnya melalui bekerja dan belajar.
Proses pembelajaran dapat membuat nelayan bertumbuh dan berkembang

sehingga mampu menjadi mandiri. Tingkat pendidikan yang rendah

47 Yemima Zebua. 2017. Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Nelayan Pesisir
Pantai Sri Mersing Desa Kuala Lama Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Jurnal
Geografi Vol. 9 No. 1 e-ISSN: 2549-7057

48 Anwas, O.M. 2009. “Pemanfaatan Media dalam Pengembangan Kompetensi Penyuluhan
Pertanian”. Disertasi: Program Studi Illmu Penyuluhan Pembangunan, Departemen Sains
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Pascasarjana IPB Bogor.

4% Anwas, O.M. 2013. “Pemberdayaan Masyarakat di Era Global”. Bandung:Oxford. Hal. 370
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umumnya memiliki tingkat produktivitas yang rendah pula dan berbanding
lurus dengan minimnya pendapatan untuk membeli peralatan serta
perlengkapan menangkap ikan yang modern.

Nelayan Natuna juga belum memanfaatkan perlengkapan modern
seperti sonar penangkap ikan, fish finder, maupun satellite navigation
system. Dengan terbatasnya pemanfaatan teknologi navigasi akan
mempersulit nelayan Natuna ketika melaut terutama di saat musim angin
utara berlangsung pada periode Oktober hingga Februari. Saat musim angin
utara berlangsung, kecepatan angin bisa mencapai 30 knot dan ketinggian
ombak bisa hingga 7 meter. Kondisi ini akan memaksa nelayan dengan
armada kapal kecil tidak dapat melaut dan hidup tanpa penghasilan yang
pasti mengingat tidak memiliki keahlian selain melaut®°,

Konsentrasi penangkapan sumber daya ikan berlebih di dekat garis
pantai mengakibatkan overfishing atau kondisi di mana penangkapan ikan
secara berlebihan pada wakiu singkat sehingga sumber daya ikan tidak
dapat beregenerasi dan berkembang biak hingga jumlahnya menyusut
bahkan hilang. Fonteneau®* menyehutkan tiga tingkatan overfishing yang
umumnya terjadi: 1) Growth overfishing, saat ikan diambil atau ditangkap
belum pada saat belum tumbuh maksimal atau dengan kata lain belum siap
tangkap; 2) Local overfishing, yang merupakan kondisi lanjutan dari growth
overfishing dimana jumlah- tangkapan tidak bertambah meski aktivitas
penangkapan | meningkat, - dan 3) < Regtuitment| overfishing dimana
penangkaparn ikan yang terus menerus berujung pada menurun secara
drastisnya jumlah stok telur ikan sehingga lambatnya regenerasi stok ikan.

Peningkatan armada maupun alat tangkap perikanan di Natuna bisa
dibilang relatif lambat. Hal ini terjadi karena modal maupun investasi yang
didapat nelayan untuk mengembangkan daya armadanya sangat terbatas.
Investasi atau modal yang didapat oleh nelayan Natuna kebanyakan berasal
dari sumber tidak formal seperti tengkulak dan tabungan pribadi. Hanya

sedikit nelayan yang dapat mengakses modal dari bank maupun lembaga

50 Pandu Wiyoga. 2020. Musim Angin Utara, Nelayan Kepri Butuh Alat Navigasi yang Memadai.
https://lwww.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/02/musim-angin-utara-nelayan-kepri-butuh-alat-
navigasi-yang-memadai. Diakses 4 September 2022.

51 Alain Fonteneau. 2004. “Biological Overview of Tunas Stocks and Overfishing. FAO Fisheries
Report No. 700”. https://www.fao.org/3/y5242e/y5242e0d.htm#bm13. Diakses pada 30 Juli 2022.


https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/02/musim-angin-utara-nelayan-kepri-butuh-alat-navigasi-yang-memadai
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/02/musim-angin-utara-nelayan-kepri-butuh-alat-navigasi-yang-memadai

32

keuangan lainnya. Di Bunguran Timur dari 30 responden ditemukan bahwa,
investasi untuk armada perikanan tangkap laut 50% didapat dari tengkulak,
di Bunguran Barat dari 26 responden yang dimintai informasi 34,6% investasi
berasal dari modal pribadi, sedangkan di Pulau Tiga 80% responden
memanfaatkan modal pribadi untuk membeli armada penangkapan ikan®2.
Pada realitanya peran lembaga keuangan memang belum begitu dirasakan
penuh oleh para nelayan tangkap Natuna yang berada pada sub sistem pra
produksi dan produksi. Lembaga keuangan seperti bank lebih memfokuskan
aliran modalnya kepada pedagang maupun pengolah hasil tangkap, karena
bisa memberikan jaminan kolateral atas pinjaman yang diajukan berupa
sertifikat tanah dan aset bangunan®3.

Untuk mengatasi keterbatasan modal, bagi nelayan di pesisir yang
memiliki kapal akan meminjam modal kepada toke atau juragan-juragan
yang ada di wilayah mereka untuk sekedar membeli bahan bakar. Namun,
bagi nelayan yang belum memiliki perlengkapan melaut atau biasa disebut
nelayan buruh mereka akan menyewa perlengkapan milik toke atau juragan
dengan sistem bagi hasil keuntungensDengan pembagian keuntungan 50:50
yang merupakan laba bersih yang telah didapat setelah dikurangi modal dan
keperluan lainnya. Biasanya satu kapal sewaan akan digunakan oleh 2-3
buruh nelayan dengan penghasilan bersih jika tangkapan sedang bagus
adalah Rp100.000,- per orampg,

Nelayan kecil "atau™ tradisional di "Nating “ferbiasa bekerja secara
individu dan dibantu anggota keluarga dan tidak familiar untuk bekerja
secara kelompok maupun terorganisir. Seiring berjalannya waktu kini mereka
mulai memahami untuk bergabung maupun membentuk kelembagaan yang
mempermudah berbagai aspek yang dibutuhkan dalam kegiatan
penangkapan ikan. Di Natuna nelayan memiliki konstruksi sosial atau
kelembagaan yang berupa Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dengan
kelembagaan nelayan mendapat kemudahan dalam mengakses informasi
maupun program bantuan yang dilakukan pemerintah. Namun hal ini

merupakan kondisi dilematis karena umumnya kelembagaan nelayan hanya

52 Op. cit. Perikanan Natuna Dan Kesejahteraan Nelayan.
53 Op. cit. Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya.
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berfungsi pada saat penerimaan bantuan saja. Kelembagaan nelayan yang
ada di Natuna belum mengusung satu visi bersama untuk memajukan
ataupun meningkatkan kesejahteraan nelayan. Meski demikian adaptasi
nelayan terhadap konsep kelembagaan cukup berkembang dan kian
meningkat jumlahnya. Di tahun 2017 setidaknya terdapat 2 (dua) KUB di
setiap desa pesisir di Natuna. Dengan total 60 KUB yang tersebar di Natuna,
setidaknya terdapat 12 KUB yang aktif sejak dari 20144,

Masalah lain yang dihadapi oleh nelayan Natuna dalam memanfaatkan
sumber daya perikanan di WPPNRI 711 adalah ilegal, unreported, and
unregulated fishing (IUU fishing). Berdasarkan data yang di rilis Indonesian
Justice Initiative (I0JI) kerugian negara akibat IUU fishing yang menurut
mencapai USD 4 miliar atau setara Rp56,13 triliun per tahun®. Maraknya
Praktek 1UU fishing di perairan natuna tidak hanya dilakukan oleh kapal ikan
asing, tetapi juga oleh kapal ikan Indonesia. Praktik illegal fishing paling
sering dilakukan oleh nelayan asal Vietnam yang melakukan penangkapan di
WPPNRI 711 tanpa dilengkapi Suret 1zin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat
Izin Penangkapan lkan (SIPI) yang resmi dan dikeluarkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia. Sedangkan untuk kapal Indonesia sendiri, kasus yang
ditemukan adalah penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan yang lengkap
seperti SIUP, SIPI, dan Surat izin Berlayar serta menggunakan alat tangkap
yang merusak sumber daya, ikait(pairsirawl dan trawl). Sedangkan praktik
unregulated fishing "dipMatuna berupa penakgkapan ikan menggunakan
potasium sianida. Untuk praktik unreported fishing terbilang jarang ditemukan
mengingat seluruh kapal yang berangkat dan datang dari melaut melapor ke
Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Natuna.

Menyikapi kondisi perikanan tangkap yang dihadapkan pada
overfishing dan banyaknya aktifitas IUU fishing, Pemerintah dalam hal ini
Kementerian KKP mencoba menerapkan kebijakan penangkapan ikan
terukur berbasis kuota dan zona penangkapan yang juga merupakan salah

satu bentuk implementasi ekonomi biru. Kebijakan ini sendiri membagi 11

54 ibid

5 Kumparan Bisnis. Kerugian Indonesia Karena lllegal Fishing Capai Rp 56 Triliun Per Tahun.
https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-
per-tahun-1tZTgeOi9Zw. Diakses 1 Agustus 2022.
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WPNRI ke dalam 6 zona penangkapan yang terbagi dalam tiga jenis

pemanfaatan zona. Laut Natuna yang masuk dalam WPPNRI

711

diperuntukkan bagi penangkapan ikan baik investor dalam dan luar negeri

sebanyak 60% dari potensi lestari, 20% untuk nelayan lokal, 10% untuk hobi

dan wisata, dan 10% untuk potensi spawning/nursery.

Kondisi di atas adalah gambaran umum baik kekuatan, kelemahan,

kesempatan, dan tantangan yang ditemukan terkait peningkatan kapasitas

nelayan di wilayah pesisir terutama di Kabupaten Natuna yang terangkum

dalam Tabel 3. Untuk kemudian dapat disimpulkan strategi dan kebijakan

yang tepat dalam peningkatan kapasitas nelayan di wilayah pesisir.

Tabel 3. Gambaran Kondisi Dinamis dalam Peningkatan Kapasitas Nelayan Natuna

Strengths (Kekuatan)

Weaknesses (Kelemahan)

melaut

Internal Factors| 1. Jumlah nelayan yang Pendidikan formal nelayan di
Analysis Summary terus meningkat wilayah pesisir rendah
2. Umur nelayan yang Minimnya kepemilikan modal
masihpada.usia oleh nelayan
produktif Teknologi perikanan tangkap
3. Kemampuan dasar yang digunakan masih
nelayan'menangkap tradisional
ikan dilaut Keterbatasan keahlian
menggunakan peralatan dan
External Factors perlengkapan menangkap
Analysis Summary ikan yang modern
Opportunities (Peluang) Strategi SO Strategi WO
1. Kebijakan 1. Memastikan nelayan Pendidikan formal dan non
Penangkapan ikan Kegcilfiradisional formal yang meningkatkan
berbasis kuota.dan Mmendapatkain-kuota keterampilan nelayan pada
zonasi penangkapanyang bidang4imu Pengetahuan dan
2. Landasan tepat Teknologi Kelautan dan
hukum/regulasi yang | 2. Penggunaan teknologi Perikanan (IPTEK-KP) serta
kuat terkait dengan dalam pengawasan sesuai dengan kaidah
pengelolaan sumber mengukur jumlah lingkungan dalam menangkap
daya perikanan kuota tangkapan ikan ikan
3. Teknologi perikanan 3. Pembuatan regulasi Mempermudah akses
tangkap yang semakin pendukung di tingkat permodalan bagi nelayan
maju daerah Menguatkan kelembagaan
4. Kelembagaan nelayan Nelayan melalui KUB Usaha
Rereama dan knneraci
Threats (Ancaman) Strategi ST Strategi WT
1. Overfishing di area 1. Memindahkan lokasi Penataan pemanfaatan ruang
perairan pantai penangkapan ikan ke laut untuk perlindungan
2. llegal, unreported, area dengan sumber ekosistem pesisir dan laut
unregulated fishing daya ikan yang
3. Cuaca buruk yang mencukupi
menghambat nelayan | 2. Diversifikasi keahlian

nelayan
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Merujuk pada Tabel 3, bahwasanya kebijakan terkait peningkatan

kapasitas nelayan yang telah diambil dan sedang dilaksanakan dapat

dikembangkan untuk mencapai hasil yang semakin komprehensif.

a.

Pada kondisi yang mempertemukan strengths dan opportunities

(comparative advantage) strategi yang diambil adalah:

1) Memastikan kuota penangkapan ikan bagi nelayan lokal di
WPPNRI terpenuhi dan mempertimbangkan penambahan kuota
tangkap bagi nelayan lokal bila dibutuhkan;

2) Menerapkan teknologi berbasis satelit untuk memantau aktivitas
penangkapan ikan oleh investor baik dari dalam maupun luar
negeri untuk memastikan jumlah kuota penangkapan ikan tidak
mengganggu kuota milik nelayan Natuna;

3) Pembuatan regulasi tingkat daerah untuk mengatur pola
penangkapan ikan agar terjadi keseimbangan hasil tangkap
nelayan lokal/kecil/tradisional dengan nelayan yang telah memiliki
kemampuan tangkap yang berjumlah besar.

Pada strategi yang memperemukan weaknesses dan opportunities

(investment) strategi yang ditawarkan adalah:

1) Peningkatan pengetahuan dan kompetensi pada bidang Iimu
Pengetahuan dan Teknologi Kelautan dan Perikanan (IPTEK-KP).
Pendidikan dapai, dilakukan sdalam bentuk pelatihan, bimbingan
teknis, "Mmaupu® seminar pada kelompok-kelompok nelayan yang
ada di Natuna;

2) Mempermudah akses permodalan bagi nelayan-nelayan di Natuna
yang telah bergabung maupun memiliki Kelompok Usaha
Bersama,

3) Memfasilitasi konsolidasi KUB kecil yang telah ada untuk
membentuk suatu koperasi ataupun badan usaha yang lebih
besar untuk mengamplifikasi manfaat kelembagaan nelayan.

Pada strategi yang mempertemukan strengths dan threats

(mobilization) strategi yang dapat diterapkan adalah:

1) Memberikan pelatihan selain keahlian penangkapan ikan seperti
perbaikan kapal, maupun pengolahan hasil tangkap sehingga
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nelayan di Natuna memiliki diversifikasi pemasukan saat cuaca
buruk/musim angin utara sedang berlangsung;

2) Mengimbau nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan
di luar area pantai yang telah mengalami overfishing dengan
memaksimalkan potensi Sumber Daya lkan di ZEE. Hal ini perlu
didukung dengan armada kapal tonase besar yang dilengkapi
teknologi penangkapan ikan yang mumpuni.

d. Pada strategi yang mempertemukan weaknesses dan threats (damage
control) strategi yang dapat diterapkan adalah;
- Penataan pemanfaatan ruang laut untuk perlindungan ekosistem

pesisir dan laut.

14. Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana di Wilayah Pesisir yang
Berkelanjutan

Di bawah naungan Undang-bUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan
turunannya Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 secara jelas
pemerintah  memiliki visi misi untuk terus melanjutkan berbagai
pembangunan nasional. Terutama pada sektor infrastruktur yang dapat
mendukung kegiatan ekonosi diFseluruh provinsi yang ada secara merata,
sesuai dengan visi"prasiden-“Terwujudnyaidnderiesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah pusat terbagi dalam tiga
kategori, yakni infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan
infrastruktur perkotaan. Pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
beberapa indikatornya adalah kemudahan akses perumahan dan
permukiman yang layak dan terjangkau, akses air minum yang aman,
keselamatan dan keamanan transportasi. Sedangkan pada infrastruktur
ekonomi menekankan pada unsur konektivitas seperti pembangunan jalan,
jalur kereta api, jaringan pelabuhan laut, dan bandar udara baru, dan sektor

ekonomi pada industri pengolahan, pariwisata, serta pertanian, perkebunan
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dan perikanan. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Emeaghara®®
pertumbuhan ekonomi suatu negara maritim menuntut fasilitas pelabuhan
dioperasikan dan dikelola, fasilitas harus dijalankan atau dioperasikan secara
efisien untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut atau
perluasan.

Bahwasanya pada pada Pasal 41A UU No0.45/2009 telah disebutkan
bahwa pelabuhan perikanan memiliki beberapa fungsi yang diantaranya ada
adalah : 1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; 2) Pelayanan
bongkar muat; 3) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil
perikanan; 4) Pemasaran dan distribusi ikan; 5) Pengumpulan data
tangkapan dan hasil perikanan; 6) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan
pengembangan masyarakat nelayan 7) Pelaksanaan kegiatan operasional
kapal perikanan; 8) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
Sumber Daya Ilkan; 9) Pelaksanaan kesyahbandaran; 10) Tempat
pelaksanaan karantina ikan; 11) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh
kapal; 12) Tempat publikasi riset kelautan dan perikanan; 13) Pemantauan
wilayah pesisir dan wisata bahari; 14) Pengendalian lingkungan.

Terpenuhinya fungsi-fungsi @dalah parameter dalam melihat sejauh
mana pelabuhan perikanan berperan sebagai pusat aktivitas bisnis
perikanan yang berkelanjutan dan sesuai dengan pilar-pilar ekonomi biru,
baik dalam bentuk lestarinya, SDIi keterserapan tenaga kerja, meningkatnya
pendapatan, dan 'hakembangnya ekenomivdiwilayah pesisir. Undang-
undang juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan dan pembinaan
pelabuhan perikanan dilakukan oleh pemerintah yang saat ini diwujudkan
dalam bentuk Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Sejalan
dengan hal tersebut, secara nasional pemerintah mengupayakan
pembangunan infrastruktur untuk memberikan akses pembangunan di
berbagai kawasan dengan mengembangkan kota-kota pelabuhan untuk
meningkatkan konektivitas dala memanfaatkan jalur perdagangan

internasional.

56 Emeaghara. 2008. “An Assessment of Delay Factors in Nigerian Ports”. Federal University of
Technology Owerri.
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Melihat posisi geografis Natuna yang berhadapan langsung dengan
Laut Natuna Utara, Presiden Joko Widodo menghendaki pembangunan
Natuna terfokus pada sektor perikanan dan migas. Untuk memfasilitasi
kegiatan perikanan di Natuna, pemerintah melalui KKP telah membangun
SKPT Natuna sebagai pembuktian janji Nawa Cita Presiden Joko Widodo.
SKPT Natuna sendiri berdiri diatas lahan seluas 5,8 hektar yang dilengkapi
dengan kolam dan dua dermaga dengan ukuran 120 x 8 m dan 100 x 8
meter yang mampu menampung kapal-kapal dengan ukuran di atas 30 GT.
Dengan total alokasi anggaran pembangunan mencapai Rp. 221,7 miliar
SKPT Natuna diresmikan pada 7 Oktober 2019 oleh Susi Pudjiastuti yang
juga dibarengi dengan ekspor gurita sebanyak 1.556,169 ton dengan nilai
penjualan sebesar Rp40 miliar®’.

Meski telah menelan biaya cukup banyak, SKPT Natuna belum
memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah apalagi
nasional. Pasalnya nelayan lokal Natuna yang didominasi oleh nelayan kecil
enggan untuk mendaratkan ikan tengkapannya ke SKPT Natuna. Nelayan
yang berasal dari Pulau Jawa juga memilih untuk membawa hasil
tangkapannya kembali ke asalnya karena pertimbangan harga jual.

Operasional SKPT Natuna sudah berlangsung di pertengahan tahun
2017 dan hingga awal 2018 jumlah kedatangan kapal yang mencapai 3.238
yang berlabuh, namun pasca, direSmikeyy pada tahun 2019 kedatangan kapal
cenderung-meniftn hingde pada angka 11048 kapal yang berlabuh di SKPT
Natuna. Padahal pemerintah melalui KKP telah menyusun skema
pemasaran untuk Natuna semenjak SKPT Natuna dicanangkan sebagai
sentra perikanan di era Menteri Susi Pudjiastuti. Bahkan KKP telah
menggandeng Perum Perikanan Indonesia (Perindo) menjadi mitra
pemasaran hasil perikanan tangkap bagi 216 nelayan Natuna®8. Keengganan
nelayan memasarkan ikannya di SKPT Natuna umumnya disebabkan harga
yang tidak kompetitif dari pengelola SKPT, terlebih pembayaran yang
dilakukan tidak tunai tapi dibayarkan seminggu kemudian.

57 CNN Indonesia. 2021. "Ironi SKPT Natuna, Proyek Miliaran Rupiah yang Tak Kunjung Bergeliat"
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211117212503-92-722668/ironi-skpt-natuna-proyek-
miliaran-rupiah-yang-tak-kunjung-bergeliat/2. Diakses 31 Juli 2022.

%8 ibid


https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211117212503-92-722668/ironi-skpt-natuna-proyek-miliaran-rupiah-yang-tak-kunjung-bergeliat/2
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Peningkatan perikanan tangkap bisa menjadi maksimal jika didukung
oleh fasilitas yang memadai, yakni fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan
fasilitas penunjang®®. Jaringan jalan merupakan prasarana penting demi
menunjang kegiatan pengelolaan dan pemasaran perikanan tangkap, karena
mobilitas masyarakat di darat akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan
kuantitas jalan penghubung antar lokasi. Kondisi topografi Natuna didominasi
tanah berbukit dan gunung batu yang membuat proses pembuatan dan
perawatan jalan memiliki kesulitan tersendiri.

Saat ini jaringan jalan di Natuna terbagi dalam tiga tingkatan
kewenangan, yakni jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten dan
dalam periode 2017-2021 tidak ada peningkatan sama sekali. Pada tahun
2021, panjang jalan negara adalah 114,79 km; jalan provinsi 143,33 km;
jalan kabupaten 464,08 km; dengan kondisi bisa dilihat pada Tabel 4. Salah
satu bentuk upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan konektivitas antar
wilayah industri minyak, wisata, perikanan dan pertanian di Natuna adalah
dengan membangun ruas jalan yeng menghubungkan Selat Lampa-Teluk

Depih-Sp. Sekunyam dengan total nilaiangoaran sebesar Rp84 miliart°.

Tabel 4. Panjang dan KondisiJalan di Kab. Natuna (dalam KM)

Kondisi Negara Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah
Jalan

2020 2011[]",14 20201 .'&;,2?21 2020 2021 2020 2021

LT A Rl Tl =1TF. W
Baik 80,88 88,81 63,52 57,76 199797, 197,44 | 344,37 | 344,01
Sedang 35,57 25,58 35,95 45,66 39,81 47,87 111,33 | 119,11
Rusak 1,37 0,40 43,86 38,95 86,79 143,60 | 132,02 | 182,95
IlQSusak 0,07 0,00 0,00 0,96 137,51 75,17 137,58 76,13
erat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna diolah BPS Kab.
Natuna

59 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.08./MEN/2012 tentang Kepelabuhan
Perikanan.
60 Muhammad Ridwan. 2022. “Keren! Jalan Baru di Pulau Natuna Suguhkan Pemandangan Indah”.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220806/45/1563799/keren-jalan-baru-di-pulau-natuna-
suguhkan-pemandangan-indah. Diakses 4 September 2022.


https://ekonomi.bisnis.com/read/20220806/45/1563799/keren-jalan-baru-di-pulau-natuna-suguhkan-pemandangan-indah
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Di era teknologi yang semakin maju jaringan listrik, jaringan
telekomunikasi dan jaringan air bersih merupakan hal penting untuk
dihadirkan dalam mendukung aktivitas perikanan tangkap. Di Natuna sendiri
jaringan listrik belum cukup memadai. Pulau Bunguran berada pada kondisi
siaga karena hanya dipasok 8 megawatt yang berasal dari Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel (PLTD)®. Sementara jaringan telekomunikasi masih
sering mengalami gangguan karena keterbatasan jumlah Base Transceiver
Station (BTS) yang ada. Pada tahun 2021 tower yang eksisting hanya
berjumlah 92 unit tower yang jika cuaca buruk pasti mengalami gangguan®?.
Ketersediaan air bersih pada jaringan air yang didapat dari pelayanan PDAM
maupun sumur gali dan bor juga sangat penting dimana pengolahan hasil
perikanan tangkap membutuhkan jumlah air bersih yang tidak sedikit.
Banyak daerah di Natuna yang masih kesulitan mendapatkan air bersih
kerena terbatasnya pipa distribusi.

Selain prasarana, dibutubkan. pula sarana pendukung kegiatan
perikanan tangkap seperti Tempat Pelelangan lkan sebagai tempat transaksi
penjualan hasil perikanan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)
sebagai tempat untuk pemenuhan bahan bakar. Salah satu fasilitas pemasok
BBM untuk kebutuhan armada penangkapan ikan di Natuna di Selat Lampa
yang juga berfungsi mendukung distribusi barang dan penumpang. Tidak
semua dermaga tradisionalimemiiiki fesilitas pengisian BBM untuk nelayan.
Kebanyakan nelayan kecil membeli BEMAmelaltl operasi atau pedagang
yang ada di sekitar dermaga yang membeli langsung dari SPBU di Ranai.
Rata-rata kebutuhan BBM kapal motor satu kali trip adalah 110 liter,
sedangkan untuk motor tempel hanya 21 liter®3,

Alat tangkap yang digunakan nelayan tradisional di Natuna terbilang
sederhana sehingga berpengaruh pada jumlah dan jenis tangkapan yang

didapat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Natuna®, mayoritas nelayan

61 Alfie Al Rasyid. 2022. “Gawat! Natuna Siaga Listrik, Bupati: Investasi dan Penguatan Pertahanan
Bisa  Terhambat”. https://daerah.sindonews.com/read/735051/194/gawat-natuna-siaga-listrik-
bupati-investasi-dan-penguatan-pertahanan-bisa-terhambat-1649225082/10. Diakses 31 Juli 2022.
62 Muhammad Ilham. 2022. “Camat Pulau Laut Natuna Ungkap Penyebab Jaringan
Telekomunikasi Sering Terganggu”. https://batam.tribunnews.com/2022/06/07/camat-pulau-laut-
natuna-ungkap-penyebab-jaringan-telekomunikasi-sering-terganggu. Diakses 31 Juli 2022.

63 Op Cit. Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya.

64 Op Cit. Jumlah Alat Tangkap Perikanan Tangkap.


https://daerah.sindonews.com/read/735051/194/gawat-natuna-siaga-listrik-bupati-investasi-dan-penguatan-pertahanan-bisa-terhambat-1649225082/10
https://daerah.sindonews.com/read/735051/194/gawat-natuna-siaga-listrik-bupati-investasi-dan-penguatan-pertahanan-bisa-terhambat-1649225082/10
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masih menggunakan alat tangkap bubu untuk menangkap ikan dan kepiting
dengan total mencapai 20.290 buah. Alat tangkap lain yang cukup banyak
digunakan adalah pancing ulur 3.352 buah, pancing tonda 2.658 buah, rawai
816 buah, dan jaring pantai 791 buah. Sedangkan armada laut yang
digunakan oleh nelayan Natuna terdiri dari tiga jenis, yakni Perahu Tanpa
Motor (PTM), Motor Tempel (MT), dan Kapal Motor (KM). Armada PTM biasa
digunakan oleh nelayan Natuna untuk menangkap ikan pada area pantai
yang tidak terlalu jauh dari gugus pulau. Sebagian nelayan tradisional juga
umumnya masih menggunakan perahu kayu berukuran panjang 5-6 meter
dengan lebar 1-1,5 meter yang ditenagai mesin diesel tempel berbahan
bakar solar dengan kapasitas mesin 5-10 PK®. Kemampuan menjelajah dan
beroperasi MT hanya mampu di wilayah perairan teritorial atau sekitar 12-15
mil dari garis pantai (in shore). Armada yang dimiliki nelayan Natuna
didominasi oleh kapal berkapasitas 5 GT ke bawah yang mencari ikan 20 mil
dari perairan pantai. Meski fidak signifikan terjadi kenaikan jumlah armada
kapal perikanan di Natuna. Merujuk pada data Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Natuna pada tahun 2019;jumlah KM kapasitas 1-5 GT adalah
2543 unit 59,39% dari keseluruhan armada penangkap ikan yang ada di
Natuna. Armada kapal dan alat tangkap adalah instrumen penunjang utama
dalam pelaksanaan perikanan tangkap, yang jika menggunakan kapal dan
alat tangkap yang modern fakainelayan bisa berlayar jauh ke luar lepas
pantai (off-shore)'sehingga jumlah tangkapanmeningkat dan jenis tangkapan
lebih variatif.

Untuk sarana perawatan perahu/kapal penangkap ikan yang berada di
Natuna cukup terbatas dan hanya berada di Bunguran Barat, Bunguran
Timur Laut, Midai, dan Pulau Laut. Selain jumlahnya yang terbatas
kemampuan perbaikan kapal hanya armada berukuran di bawah 5 GT
dengan biaya 3-5 juta rupiah. Umumnya perbaikan kapal dilakukan sekali
dalam dua tahun dan dilakukan saat musim angin utara berlangsung®®.

Infrastruktur penting lainnya untuk menunjang distribusi dan pemasaran hasil

65 PK adalah singkatan paardekracht yang berasal dari Bahasa Belanda yang bisa diartikan
sebagai horse power atau daya kuda.
66 Op Cit. Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya.
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tangkap adalah cold storage®’. Di Natuna sendiri cold storage dan pabrik es
jumlahnya terbatas dan belum memenuhi kebutuhan nelayan dengan
maksimal serta umumnya cold storage ditenagai dengan genset sehingga
biaya operasionalnya tidak ekonomis. Untuk pabrik es skala industri yang
ada di Natuna hanya berjumlah 5 unit dan dan mampu menghasilkan 1,5-3
ton per hari. Dengan kapasitas produksi yang terbatas dari pabrik es yang
ada, sisa kebutuhan es batu dipasok dari freezer skala rumahan. Produksi es
oleh freezer rumah tangga menghasilkan 150 kantong per harinya dengan
ukuran 2kg, dan dijual di kisaran harga Rp.5000°&,

Peningkatan sektor perikanan tangkap juga membutuhkan sarana
pendukung dalam bentuk lembaga yang memfasilitasi peningkatan kapasitas
nelayan dan pengembangan industri pengolahan perikanan baik pada skala
usaha mikro, kecil, menengah dan besar untuk menerapkan konsep zero
waste. Zero Waste yang dimaksud adalah meningkatkan nilai tambah pada
seluruh hasil olahan tanpa menghasilkan limbah dengan memanfaatkan
seluruh bagian tubuh ikan. Penerapan zero waste atau nir limbah ini sejalan
dengan empat prinsip ekonaomi Birugyakni: minimize waste, inklusi sosial,
inovasi dan adaptasi, multiplier ‘effect dalam kegiatan ekonomi. Pertama,
minimize waste memastikan pelaksanaan pengolahan menghasilkan produk
yang bersih dan tidak menghasilkan sisa produksi yang polutif. Kedua, inklusi
sosial dengan menerapka# maWstn 4 perikanan zero waste membuka
kemungkinan lapangahrpekerjaan yang lebifiilaas hagi masyarakat pesisir.
Ketiga, inovasi dan adaptasi dengan memperhatikan kondisi dan sifat alam
yang dinamis. Keempat, kegiatan memberikan multiplier effect secara luas
dalam diversifikasi usaha yang memiliki ketahanan terhadap perubahan
harga pasar®.

Di tengah keterbatasan dana pembangunan melalui APBN, pemerintah
membuka pintu yang cukup besar bagi para investor dalam dan luar negeri

untuk menjalankan usahanya di berbagai sektor usaha yang tersedia. Untuk

67 Cold Storage merupakan ruangan atau gudang yang dirancang khusus menggunakan suhu
rendah untuk menyimpan berbagai macam produk seperti produk yang mudah rusak (perishable)
untuk mempertahankan kesegarannya ataupun agar lebih awet.

68 Op cit. Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya.

69 Gunter Pauli. 2010. “The Blue Economy. 10 Years, 100 Innovation, 100 Million Jobs”. New
Mexico: Paradigma Publication
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investasi yang masuk di sektor kelautan perikanan sendiri terbilang cukup
besar, sepanjang Triwulan 1-2022 telah terealisasi sebesar Rp 2,34 triliun,
meningkat pesat 59,28% dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Bahkan KKP sendiri memperkirakan realisasi investasi pada
Semester 1-2022 bisa mencapai Rp4, 04 triliun, tumbuh 36,29% dari periode
yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk sementara investasi di sektor
kelautan dan perikanan terkonsentrasi pada empat provinsi, yakni Sumatera
Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan?®.

Sumber investasi terdiversifikasi dalam tiga jenis, yakni kredit investasi
sebesar Rpl1,33 triliun, Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp490
miliar, dan Penanaman Modal Asing sebesar Rp520 miliar. Untuk PMA
sendiri berasal dari negara seperti Jepang, India, China, Belanda dan
Singapura. Pada sub sektor perikanan tangkap investasi yang masuk masih
terbilang kecil dan berada di kisaran Rp180 miliar, lihat Gambar 2.

Penangkapan

7 7%

Pengolahan

Budidaya

25.5%

| TANH A A<

Jasa Perikanan
= L

e,

Perdagangan

Gambar 2. Bidang Usaha Target Investasi Sektor Perikanan.
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Pada dasarnya dengan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan
tangkap yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan didukung dengan
program yang berkelanjutan dipastikan akan membuka banyak lapangan

70 M. Hendartyo.2022” KKP Perkirakan Realisasi Investasi Semester |1 2022 Tembus Rp. 4, 04 T".
https://bisnis.tempo.co/read/1616732/kkp-perkirakan-realisasi-investasi-semester-i-2022-tembus-
rp-404-t .Diakses 3 Juli 2022
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pekerjaan di wilayah pesisir. Hal ini akan mengakselerasi pertumbuhan

Natuna sebagai salah satu pusat kelautan dan perikanan di Indonesia.

Kondisi di atas adalah gambaran umum baik kekuatan, kelemahan,

kesempatan, dan tantangan yang ditemukan terkait peningkatan sarana

prasarana di wilayah pesisir wilayah pesisir terutama di Kabupaten Natuna,

terangkum dalam Tabel 5. Variabel faktor internal maupun ekseternal dapat

dipertemukan untuk kemudian dapat disimpulkan serta ditentukan strategi

dan kebijakan yang tepat dalam peningkatan sarana prasarana di wilayah

pesisir untuk menopang jalannya perikanan tangkap.

Tabel 5. Gambaran Kondisi Sarana dan Prasarana di Wilayah Pesisir

Internal Factors

Strengths (Kekuatan)

Weaknesses (Kelemahan)

Analysis Summary| 1. Sarana prasaranayang | 1. Terbatasnya jumlah dan
telah terbangun: SKPT tonase armada
Natuna perikanan
2. Investasi berasal dari 2. Jumlah infrastruktur
Penanaman Modal pendukung belum
Dalam Negeri memadai
3. Sarana prasarana yang
tersedia belum
dimanfaatkan dengan
optimal (SKPT Natuna)
4. Kualitas prasarana
penunjang belum optimal
5. Belum adanya
External Factors konektivitas yang antar
Analysis Summary sarana prasarana
Opportunities (Peluang) Strategi SO Strateai WO
1. Investasi berasal dari 1. Investasi diarahkan untuk| 1. Menciptakan konektivitas
Penanaman Modal Asing mengembanokan sarana antar sarpras dalam
2. Implementasi ekonomi dan-prasaraha yang-tetah jejaring yang terintegrasi
biru: pengolahan tersedia 2. Mengembangkan sistem
perikanan Zeroavaste 2. Pembangunansarpras fransportasi
3. Dukungan pemerintah pengelolaan limbah 3. Meningkatkan
pusat perikanan infrastruktur komunikasi
4. Meningkatkan jumlah
infrastruktur pendukung
5. Meningkatkan jumlah
dan tonase armada
perikanan
Threats (Ancaman) Strateqi ST Strateqi WT
1. Kondisi alam/geografis - Pembangunan dan - Melakukan pendataan
Natuna yang berbentuk pengembangan sarana dan menyusun skala
kepulauan dan sering dan prasarana perikanan prioritas perbaikan
mengalami cuaca ekstrim memperhatikan kondisi sarana prasarana
membuat pembangunan geografis serta Rencana
dan perawatan sarpras Tata Ruang Wilayah
lebih sulit
2. Penggunaan berlebih yang
mengakibatkan kerusakan
3. Kelangkaan BBM
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Merujuk pada tabel 5, bahwasanya kebijakan terkait peningkatan

kapasitas nelayan yang telah diambil dan sedang dilaksanakan dapat

dikembangkan untuk mencapai hasil yang semakin komprehensif :

a.

Pertama, pada kondisi yang mempertemukan strengths dan

opportunities (comparative advantage) beberapa kebijakan yang bisa

diambil adalah:

1)

2)

Pengalokasiaan investasi baik yang berasal dari dalam maupun
luar negeri diprioritaskan pada pengembangan sarana prasarana
perikanan yang telah terbangun sebelumnya terutama SKPT
Natuna. Peningkatan manajemen SKPT Natuna yang dikelola oleh
Perum Perindo agar terbentuknya ekosistem industri perikanan
tangkap yang menguntungkan nelayan tangkap;

Dukungan terhadap konsep ekonomi biru dan sebagai
peningkatan nilai tambah dibutuhkan sarana prasarana
pengelolaan limbah hasil-pengolahan ikan di sentra-sentra industri
pengolahan ikan seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/
Waste Water Treatment Plant (\WWTP).

Pada strategi yang memperemukan weaknesses dan opportunities

(investment) strategi yang ditawarkan berupa:

1)

2)

3)

4)
5)

Meningkatkan konektivitas terutama jalan penghubung antara
sentra perikanan «dengamniwilayah-wilayah lain seperti pemukiman
dan pusat-pysat perdagangan;

Mengembangkan sistem transportasi massal antara pusat
perikanan dengan wilayah-wilayah pemukiman untuk menciptakan
mobilitas masyarakat yang berpotensi menjadi konsumen/pembeli
hasil perikanan.

Meningkatkan infrastruktur komunikasi terutama yang mendukung
kegiatan pemasaran hasil perikanan tangkap;

Meningkatkan jumlah dan tonase armada perikanan

Peningkatan jumlah infrastruktur pendukung terutama pabrik
pembuat es, SPBU, dan bengkel perbaikan armada perikanan di

dermaga-dermaga yang tersebar di wilayah Natuna.
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c. Pada strategi yang mempertemukan strengths dan threats
(mobilization) dapat dilakukan dengan;
- Pembangunan infrastruktur tetap mempertimbangkan Rencana
Tata Ruang Wilayah dan kondisi geografis Natuna yang merupakan
wilayah kepulauan.

d. Pada strategi yang mempertemukan weaknesses dan threats (damage
control) dapat dilakukan dengan:
- Melakukan pendataan dan menyusun skala prioritas perbaikan

sarana prasarana perikanan tangkap yang mengalami kerusakan.

15. Strategi Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap untuk Pasar Dalam dan
Luar Negeri
Hasil dari perikanan tangkap adalah salah satu produk yang dalam
penanganannya harus dilakukan dengan tepat mengingat karakteristiknya
yang mudah rusak (perishable fged) dan jumlah produksinya tidak dapat
dipastikan dengan tepat (inconsistency of supply). Jika tidak ditangani
dengan tepat, dapat menghambatpeusaha pemasaran hasil perikanan
sehingga menimbulkan kerugian yang besar terutama pada musim tangkap
dan produksi ikan melimpah. Rusaknya hasil tangkapan laut adalah proses
alami dari enzim, mikroorganisme, dan oksidasi yang mengakibatkan bau
amis, daging menjadi kerasymata mermutih, dan muncul lendir pada insang
atau tubuh.bagiantoar
Menurut Murti’t, penanganan hasil perikanan pada sistem agribisnis
meliputi pra-produksi, produksi, dan pengolahan pasca produksi, untuk
kemudian dilakukan pemasaran yang keseluruhan prosesnya adalah rantai
yang saling terkait dan berhubungan. Penanganan dan pengolahan yang
tepat diharapkan bisa menjaga kualitas gizi’?, rasa, aroma, bentuk dan daya
tahan sehingga meningkatkan nilai jual ke konsumen. Sedangkan untuk
pemasaran biasanya ditelaah dalam bauran pemasaran yang terdiri dari

product, price, place, dan promotion.

7L Murti Sumarni. 2000. Manajemen Pemasaran Perikanan, Yogyakarta : BPFE.

72 [kan memiliki kandungan protein tinggi yang terdiri dari asam amino, asam lemak tak jenuh
dengan tingkat kolesterol rendah, dan sejumlah mineral seperti K, CI,P,S,Mg, Ca, Fe, Ma, Zn, F,
Ar, Cu, dan Y serta vitamin A dan D.
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Merujuk data yang dikeluarkan oleh BPS Natuna tahun 2019 jumlah
produksi perikanan tangkap di Natuna mencapai 104.879,82 ton’® yang
sebagian besar dikirimkan ke Singapura melalui Tanjung Balai Karimun,
untuk kemudian dikirimkan ke Jakarta, Hong Kong, Batam, Kalimantan, dan
pasar lokal. Jenis ikan yang dipasarkan di pasar lokal didominasi ikan
tongkol dan serta ikan karang yang tidak lolos kualifikasi untuk dikirim ke
pasar luar negeri baik pada jenis ikan maupun dari ukuran. Untuk pasar luar
negeri terutama Singapura jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis adalah
ikan kerapu, ikan kakap berukuran besar (1-5 kg), sedangkan untuk pasar
Hongkong ikan yang paling diminati adalah berbagai jenis ikan kerapu
(kerapu harimau, kerapu bakau, kerapu cantik) yang dikirim dalam keadaan
hidup?4.

Pada pasar nasional, konsumsi ikan terus meningkat selama sepuluh
tahun terakhir. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia kian tertarik untuk
mengkonsumsi makanan berbahan dasar ikan. Data terakhir yang dirilis oleh
KKP menunjukkan bahwa angka konsumsi ikan nasional tahun 2021 naik
1,48% dari tahun sebelumnya. Saat inibangka konsumsi ikan nasional berada
pada angka 55,37 kilogram/kapitaltahun dan tahun sebelumnya berada pada
angka 54,56 kilogram/kapita/tahun’. Pemerintah melalui KKP telah
menjalankan promosi untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional melalui
program Gemarikan (Gemay Memagyeatakatkan Makan Ikan) yang juga
merupakan._upaya 'peaingkatan gizi masyarakat mengingat kandungan gizi
pada ikan yang Sangat bermanfaat. Keberhasilan program Gemarikan akan
membuat geliat industri pengolahan ikan serta meningkatkan kesejahteraan
nelayan. Keberhasilan strategi promosi Gemarikan dapat diwujudkan bila
munculnya sinergi lintas lembaga, sektor untuk menciptakan kesadaran
masyarakat agar memilih ikan sebagai sumber protein hewani utama pada

konsumsi sehari-hari.

73 BPS Kabupaten Natuna. 2019. “Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis lkan (Ton)”.
https://natunakab.bps.go.id/indicator/56/152/1/produksi-perikanan-tangkap-menurut-jenis-ikan.html.
74 Op Cit. “Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya”.

75 Ali Mahmudan. 2022. “Angka Konsumsi lkan Indonesia Sebesar 54,56 Kg/Kapita Pada 2021
https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-indonesia-sebesar-5456-kgkapita-
pada-2021. Diakses 3 Juli 2022.
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Untuk distribusi hasil tangkapan, nelayan Natuna melakukannya dalam
dua tahap vyaitu, dari kapal ke pelabuhan bongkar dan dari pelabuhan
bongkar ke pasar. Pada proses mengirimkan ikan dari kapal penangkap ke
pelabuhan beberapa nelayan memilih untuk menggunakan kapal
pengangkut, yang juga berfungsi sebagai kapal logistik penyuplai BBM dan
perbekalan yang pada proses pembongkarannya dilakukan secara manual
saat berada di laut. Tetapi kebanyakan nelayan kecil di Natuna terbiasa
untuk mendaratkan dan memasarkan ikan hasil melaut pada dermaga-
dermaga kecil yang berada di sepanjang bibir laut Natuna karena jarak dari
fishing base lebih dekat, lihat Tabel 6. Selain itu, sebagian nelayan yang
memiliki fishing base yang dekat dengan Kalimantan lebih senang
mendaratkan dan memasarkan ikannya langsung ke Pemangkat, Kalimantan
karena harga jual yang lebih tinggi.

Tabel 6. Sebaran Jumlah Dermaga di Natuna

NoO. Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Dermaga
1 Serasan 74 10
2 Midai 5 5
3 Subi 8 4
4 Bunguran Timur 3 7
5 Pulau Laut 3 9
6 Bunguran Selatan 4 3
7 Bunguran Timur Laut 7 5
8 Bunguran Utara 8 6
9 Bunguran Barat 9 10
10 Pulau Tiga 10 27

Total 64 86

Sumper=-Binas Kelautan Perikanan Natuna. 2019.

Di Natuna—senditl  usaha pengolahah hasil—gerikanan adalah skala
rumah tangga dengan karakteristik: tidak memiliki badan hukum, pengolahan
dilakukan di rumah dan dikerjakan oleh sedikit orang yang biasanya adalah
anggota keluarga sehingga manajemen pekerjaan tidak berlangsung secara
pasti. Produk yang dihasilkan umumnya berupa kerupuk ikan, ikan asin, ikan
salai, bakso ikan, abon, ikan, dan teri fermentasi. Khusus di wilayah Selat
Lampa, telah dirintis olahan ikan fillet beku, gurita olahan yang produksinya
masih di bawah 1 ton per bulan. Untuk bahan baku yang digunakan adalah
hasil tangkapan nelayan lokal terutama jenis ikan cakalang dan tongkol yang

digunakan sebagai bahan baku kerupuk ikan dan ikan salai. Sedangkan ikan
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teri berukuran besar diolah untuk menjadi ikan teri asin, dan yang berukuran
kecil dijadikan fermentasi teri ‘pede’.”®

Umumnya nelayan di Natuna memasarkan hasil tangkapannya secara
lokal antar daerah atau antar pulau, baik dalam ikan segar maupun olahan.
Rantai pemasaran di Natuna melibatkan nelayan, pedagang pengumpul,
pedagang pengecer, dan industri pengolahan ikan. Sistem pemasaran ikan
nelayan kecil yang didominasi oleh pedagang pengumpul biasanya harga
yang ditentukan adalah satu arah sehingga nelayan tidak bisa menentukan
nilai jual ikannya. Resiko lain transaksi yang dilakukan dengan pedagang
pengumpul adalah ketika musim tangkap tiba ada kecenderungan untuk
tidak membelinya sehingga harga menurun drastis sehingga merugikan
nelayan kecil’””. Melihat hal tersebut pada dasarnya penyerapan hasil
perikanan tangkap oleh pasar lokal tidak besar mengingat jumlah penduduk
Natuna yang hanya sebesar 83.364 jiwa’® yang tersebar di 15 kecamatan.

Untuk pasar luar negeri, dari-segi komoditas yang tertinggi diekspor
adalah udang yang mencapai USD621,92 juta (40,64% dari total nilai
ekspor), tuna-cakalang-tongkol USD189,53 juta (12,39%), rajungan-kepiting
sebesar USD172,56 juta (11,28%), cumi-sotong-gurita USD154,53 (10,10%),
dan rumput laut USD114,26 juta (7,47)°. Ekspor produk perikanan
meningkat, antara lain sesuai dengan proyeksi FAO bahwa pada tahun 2030
kenaikan angka konsumsi ikam pef kapiie dunia mencapai 21,2 kg per kapita.
Kenaikan -ini dilatariélakangi kenaikan Kedsumsitikan-di kawasan Asia
terutama China yang mencapai 45 kg per kapita. Sebanyak 90% akan
dikonsumsi pangan, 8% berbentuk tepung dan minyak ikan, dan 2% adalah
bentuk olahan lain®°,

Untuk pemasaran luar negeri produk hasil perikanan tangkap yang
diproduksi umumnya harus memenuhi standar kelayakan yang telah

76 Op Cit. “Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya”

77 Bogar, W. 2009. “Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tradisional (Studi
Pada Nelayan Tradisional di Pulau Siau Kabupaten Sitaro)”. Jurnal AGRITEK 17 (6): 1205-1212.

8 BPS Kabupaten Natuna. 2022. “Kabupaten Natuna Dalam Angka 2022”. Natuna : BPS
Kabupaten Natuna. hal. 4

7 ibid.

80 KKP RI. 2022. Produk Perikanan Indonesia Makin Mendunia, KKP Ajak Pelaku Usaha
Maksimalkan Peluang. https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/40630-produk-perikanan-indonesia-makin-
mendunia-kkp-ajak-pelaku-usaha-maksimalkan-peluang. Diakses 4 September 2022.
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ditetapkan oleh negara tujuan ekspor baik pada sisi kualitas (quality
standard) dan keamanannya (food safety)®l. Sebagai salah satu anggota
World Trade Organization (WTO), Indonesia diwajibkan untuk menjalankan
ketentuan dalam Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary
Measure (SPS Agreement) yang mengatur tentang peraturan teknis terkait
perlindungan kesehatan manusia sebagai konsumen serta upaya
mengurangi resiko serangan hama dan penyebaran penyakit yang dibawa
oleh tumbuhan dan hewan dalam konteks yakni produk perikanan tangkap®2.

Dalam pengimplementasian SPS Agreement, eksportir di Indonesia
harus mendapatkan sertifikat kelayakan mutu produk perikanan yang
difasilitasi oleh KKP maupun lembaga non-pemerintah yakni®®: 1) Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diberikan kepan Unit Pengolahan lkan
yang telah menjalankan Good Manufacturing Practices dan Standard
Sanitation Operating Procedure; 2) Sertifikat Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP) yang bila didapatkan bila hasil produksi perikanan telah lolos
persyaratan General Principle off Foad Hygiene; 3) Health Certificate Hasil
Perikanan yang diterbitkan jika UPlstelah lulus standarisasi HACCP; 4)
Sertifikat Hasil Tangkapan lkan (Catch Certificate) yang dikeluarkan bila hasil
tangkapan bukanlah hasil dari Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
yang didapat dari authority competent dalam hal ini Kepala Pelabuhan UPT
Pusat dan UPT Daerahi ~3elaitiit, di beberapa tujuan ekspor juga
mewajibkan beberapa nsertifikat pendukuag!“Uhtitk memastikan jaminan
kualitas barang yang didatangkan seperti Marine Stewardess Council
Certificate, British Retail Consortium, dan 1ISO 22000.

Kondisi di atas adalah gambaran umum pemasaran hasil perikanan
tangkap yang dilakukan di pasar dalam dan luar negeri oleh yang

dilaksanakan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi perikanan

81 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016. “Kajian Strategi Industrialisasi Perikanan
Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Wilayah”. Jakarta.

82 GA. Komang Ardiyani. 2008. “Penerapan Agreement of The Application of Sanitary and
Phytosanitary Measure di Indonesia: Harmonisasi dan Penerapan Kebijakan Impor Dalam
Memerangi Impor Produk Perikanan Berbahaya (Studi Kasus Impor Udang Penaeus Vanamae)”.
Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia.

83 Rismutia Hayu Deswati. 2015. “Sertifikat Mutu Sebagai Salah Satu Jenis Hambatan Non Tarif
Perdagangan Tuna Dan Udang: Definisi, Jenis Dan Permasalahannya”. Buletin llmiah Marina Vol.
2, No. 2 Tahun 2016.
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di Natuna. Berbagai variable baik internal maupun eksternal terangkum
dalam Tabel 7 untuk kemudian dapat disimpulkan strategi dan kebijakan
yang tepat dalam memaksimalkan pemasaran hasil perikanan tangkap baik

yang belum maupun sudah diolah demi meningkatkan kapasitas nelayan di

wilayah pesisir.

Tabel 7. Gambaran Kondisi Dinamis Pemasaran Produk Perikanan Tangkap

Internal Factors

Strengths (Kekuatan)

Weaknesses (Kelemahan)

Analysis Summary

External Factors
Analysis Summary

1. Kuantitas hasil
perikanan tangkap
yang cukup tinggi

2. Dukungan pemerintah
dalam
mempromosikan
produk perikanan

1. Hambatan ekspor dalam
bentuk penerapan berbagai
sertifikat

2. Konsumen pasar lokal
(Natuna) jumlahnya sedikit

3. Jenis produk olahan
perikanan terbatas

Strategi SO

Strategi WO

1. Meningkatnya angka
konsumsi ikan nasional
2. Potensi ekspor ke luar

1. Perluasan akses pasar
dalam dan luar negeri
2. Diplomasi

1. Peningkatan kualitas
produk perikanan
2. Promosi dan

negeri penanganan pendampingan investasi
hambatan ekspor (tarif| 3. Menghilangkan hambatan
dan_non tarif) ekspor
3. Pembinaan-dan
penumbuhan eksportir
baru; promosi dan
branding
[ Threats (Ancaman) _ Stiateqi ST Strateqi WT

1. Persaingan dengan
produk perikanan
negara lain

1. . Prafiling calon
investor yang
potensial

2. Peningkatan kualitas
produk-sesuai
déngan pesmintaan
pasar luarsiegeri

1. Pemenuhan jaminan mutu
dan keamanan hasil
perikanan

2. Dukungan sarana
prasarana penanganan dan
pengolahan hasil perikanan

Merujuk pada Tabel 7, bahwasanya kebijakan atau strategi terkait
pemasaran hasil perikanan tangkap dapat dikembangkan untuk mencapai
hasil yang semakin baik:

a. Pada strategi yang mempertemukan strengths dan opportunities

(comparative advantage) diwujudkan dengan:

1) Melakukan pelatihan dan pendampingan kelompok-kelompok
usaha pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kualitas
produk (rasa dan kemasan) untuk memberikan nilai tambah serta

pengembangan produk (diversifikasi);
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2) Memfasilitasi dan memberikan pendampingan pembuatan
sertifikasi produk olahan ikan untuk pasar domestik dan luar
negeri;

3) Melakukan diplomasi ke negara-negara tujuan ekspor sebagai
penanganan hambatan ekspor (tarif dan non tarif), membuka
pasar ekspor di negara baru;

4) Memberikan seminar, bimbingan teknis, dan pembinaan untuk
menumbuhkan eksportir baru, promosi dan branding, digitalisasi
pemasaran;

Pada strategi yang mempertemukan weaknesses dan opportunities

(Investment) diwujudkan dengan:

1) Peningkatan kualitas produk perikanan baik segar maupun
olahan;

2) Promosi dan pendampingan investasi;

3) Menghilangkan hambatan ekspor baik tarif maupun non tarif;

Pada strategi yang mempertemukan strengths dan threats

(Mobilization);

1) Melakukan profilingel .€alon investor  potensial untuk
mengembangkan industri pengolahan skala UMKM menjadi
industri;

2) Penyesuaian progukasesual,dengan demand pasar, khususnya
pasar foarnegeyi.

Pada strategi yang mempertemukan weaknesses dan threats (Damage

Control) diwujudkan dalam:

1) Memfasilitasi pelaku usaha perikanan dalam pemenuhan jaminan
mutu dan keamanan hasil perikanan melalui SOP sesuai regulasi
yang berlaku;

2) Dukungan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan untuk

meningkatkan produktivitas pengolahan.



BAB IV
PENUTUP

16. SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta, analisis lingkungan strategis, serta analisis

SWOT terhadap tiga aspek, yaitu kapasitas nelayan, sarana prasarana, dan

pemasaran hasil perikanan tangkap, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

a.

Sebagai jawaban dari pertanyaan kajian terkait strategi yang tepat
dalam meningkatkan kapasitas nelayan ditentukan dengan melihat
kondisi dimana penduduk Kab. Natuna yang berprofesi sebagai
nelayan adalah kelompok nelayan kecil yang dalam kegiatan
penangkapan ikan masih menggunakan alat tangkap yang sederhana
dan menggunakan kapal berkapasitas kecil serta bertenaga rendah.
Selain itu kemampuan melaut hanya bergantung pada kemampuan
turun menurun yang belum mendapat sentuhan modernisasi dan
teknologi. Hal ini membuat nelayan kecil memiliki daya jelajah yang
dekat dan tidak bisa melaut dalam tempo yang lama. Karena pada
dasarnya meski sumber-daye perikanan tangkap bersifat terbarukan,
bukan berarti jumlahnya tidak hisa habis bahkan beberapa jenis ikan
yang memiliki nilai ekonomis tinggi hilang atau mengalami kepunahan.
Dari dua premis tersebuisdapai, ditarik kesimpulan bahwasanya ada
keterkaitan rentara) kemiskinan danykualitasAsumber daya manusia
terhadap-tingkat pemahaman untuk menjaga-ketestarian ekologi. Ada
lingkaran struktural dan kultural, dimana kemiskinan membuat nelayan
sulit memenuhi kebutuhan, peralatan dan perlengkapan yang
dibutuhkan untuk melaut, akibatnya hasil tangkap yang dihasilkan
nelayan menjadi lebih sedikit sehingga pendapatan yang masuk
semakin kecil. Akibatnya kemampuan ekonomi yang rendah maka
nelayan sulit untuk mengirimkan anaknya untuk mengenyam
pendidikan, rendahnya pendidikan membuat pemahaman terhadap
kelestarian ekologi menjadi rendah. Rendahnya perhatian terhadap
ekologi membuat eksploitasi berlebih yang akhirnya jumlah tangkapan

semakin menurun seiring berjalannya waktu, dengan tangkapan yang

53



54

semakin sedikit maka membuat nelayan berada pada kemiskinan yang
berkelanjutan atau turun menurun. Untuk memutus lingkaran
kemiskinan maka pemerintah sebagai pemilik otoritas perlu melakukan
intervensi peningkatan kapasitas nelayan dalam tiga tingkatan, yakni
tingkatan sistem, tingkatan institusional, dan tingkatan individual. Pada
tingkatan sistem pemerintah menerapkan konsep ekonomi biru yang
juga sejalan dengan agenda SDGs yang dalam implementasinya
membuat ekologi dan ekonomi berjalan beriringan dalam upaya
pengentasan kemiskinan. Salah satu bentuk nyata dituangkan dalam
regulasi penetapan wilayah penangkapan yang berbasis kuota, dengan
zonasi yang diterapkan maka wilayah-wilayah yang overexploited dapat
kembali normal dan jumlah sumber daya ikan yang tersedia kembali
terjaga.

Sebagai jawaban dari pertanyaan kajian terkait strategi yang tepat
dalam pengembangan sarana prasarana dapat terlihat pada tatanan
institusional dimana = pemerintah  telah mencoba membangun
infrastruktur yang dapat mendukung proses peningkatan kapasitas
nelayan melalui pembangunan sarana prasarana pendukung yang
dapat dimanfaatkan oleh warga pesisir. Salah satu yang paling vital
adalah dibangunnya kota-kota pelabuhan untuk meningkatkan
konektivitas dan mengeptimalkan jalur perdagangan domestik maupun
internasional! " Sala satu bentuk ‘pelaksanaannya adalah dengan
dibangunnya SKPT yang difungsikan sebagai pusat berlangsungnya
kegiatan perikanan tangkap dari hulu ke ke hilir, dari kapal penangkap
ikan berangkat melaut hingga pulang dan mendaratkan hasil
tangkapannya. Namun realitanya, fungsi SKPT terutama yang berada
di Natuna belum dianggap begitu berhasil jika tidak ingin disebut gagal,
permasalahan yang dihadapi begitu kompleks, dari sarana prasarana
pendukung yang tidak mencukupi dari segi kualitas dan kuantitas,
hingga kondisi sosial-budaya masyarakat yang sulit untuk merubah
kebiasaan lamanya yang kurang efektif. Umumnya nelayan tersebut
hanya melakukan kegiatan penangkapan ikan pada area dekat pesisir

pantai, hal ini mengakibatkan overfishing di area in shore yang
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menyebabkan penurunan secara drastis jumlah sumber daya ikan di
sekitar 12-15 mil dari garis pantai. Dalam pembangunan dan
pengembangan sentra perikanan, perlu dilakukan riset dan
perencanaan yang terukur terutama dalam aspek-aspek pendukung,
yang tidak hanya dinilai penting oleh pemangku kebijakan tapi juga
dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Hal ini menjadi koreksi mendasar
dimana kebijakan atau pengembangan secara institusional harus
bergerak bottom-up, sehingga masyarakat terutama nelayan tidak
berstatus sebagai objek tetapi subjek. Sejalan dengan hal tersebut,
pembangunan sarana dan prasarana harus sejalan dengan regulasi
dalam sistem yang mengedepankan konsep ekonomi biru yang
mensyaratkan aktivitas ekonomi haruslah zero waste, mengedepankan
inovasi dan adaptasi, memastikan inklusi sosial dan memberikan
dampak yang berkelanjutan.

Sebagai jawaban dari pertanyaan kajian terkait strategi yang tepat
dalam Pemasaran Hasil Penkanan Tangkap dapat ditarik simpulan,
sebagai produk ekonomi, hasil perikanan tangkap yang dihasilkan akan
akan mendapatkan penambahan nilai bila dikelola secara baik sesuali
dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah, pemerintah pusat melalui lembaga di bawahnya, maupun
pemerintah negara tujanseksper Hal ini sejalan dengan apa yang
diamanatkan 'otehrikonsep ekonomilbitti~thmana proses pengolahan
sebuah produk tidak menghasilkan limbah yang polutif dengan
memanfaatkan sebaik-baiknya seluruh bagian dari hasil tangkapan
yang berupa ikan maupun jenis lainnya. Layaknya rantai produksi pada
umumnya, pemasaran dan distribusi produk perikanan tangkap adalah
titik terakhir yang harus dilaksanakan. Di pasar lokal penyerapan
produk perikanan tangkap Kab. Natuna tidaklah begitu besar dan hanya
mengandalkan pendatang ataupun pengunjung yang membeli produk
perikanan tangkap olahan sebagai buah tangan saja. Hal yang sama
juga berlaku pada hasil perikanan tangkap non olahan yang dijual oleh
nelayan ke pengepul yang tersebar di sekitar wilayah Kab. Natuna.
Namun hal berbeda jika melihat potensi pada pasar nasional. Beberapa
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wilayah di Kalimantan dan Kepri adalah target pemasaran potensial
yang telah menjalin kerjasama dengan nelayan-nelayan asal Kab.
Natuna. Meningkatnya konsumsi ikan nasional adalah buah dari
promosi yang dilakukan oleh instansi terkait untuk meningkatkan
kegemaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan sebagai sumber
protein. Pasar internasional juga merupakan pasar potensial yang
dapat dijadikan tujuan ekspor hasil perikanan tangkap baik yang olahan
maupun yang masih tangkapan segar. Untuk melakukan ekspor sendiri
ada beberapa aturan yang sifatnya mengikat berbentuk sertifikat
kelayakan sebagai syarat mengirimkan produk hasil perikanan tangkap,
hal ini dilakukan untuk menjadi jaminan bahwa produk yang dikirimkan
bukanlah hasil penangkapan yang merusak ekosistem. Selain itu,
prasyarat yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor adalah upaya
untuk menjamin bahwa negara adalah produk menjamin kualitas,
diversifikasi, dan ketersedizan sumber daya ikan yang dapat
dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang melalui kebijakan yang

berpihak pada ekologi.

17. REKOMENDASI
a. Rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas nelayan sebagai berikut:
1) Pemerintah melaluis Kemenko Marves memastikan bahwa
implementasi kebijakan pengembandans kapasitas nelayan dan
witayah pesisir sejalan dengan Kebijakan—Kelautan Indonesia
untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini
diwujudkan dengan pengimplementasian ekonomi biru yang
dampak positifnya dapat dirasakan secara langsung oleh nelayan
kecil/tradisional di pesisir dan tidak membebani saat
pelaksanaannya. Penting bagi para pemangku kepentingan untuk
menjamin kepentingan industri perikanan tidak merenggut hak dari
nelayan kecil mengingat keduanya memiliki kepentingan yang
berbeda, namun juga memastikan bahwa kebijakan tetap sejalan

dengan kebutuhan pemerintah daerah dan kepentingan nasional;
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3)

4)

5)
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KKP bersama dengan Kemendikbud & ristek mendirikan lembaga
pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas di wilayah yang
merupakan kota pelabuhan untuk menjalankan menjalan program
pendidikan formal sehingga dapat meningkatkan keterampilan
warga pesisir yang masih dalam usia didik khususnya pada
bidang Iimu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan dan Perikanan
(IPTEK-KP);

KKP difasilitasi oleh Pemda melakukan pendidikan non formal
dalam bentuk bimbingan teknis, jejaring masyarakat, dan
pembimbingan kepada nelayan yang berusia di luar batas usia
pendidikan formal menumbuhkan pemahaman melalui bahwa
ekologi harus sejalan dengan ekonomi begitu juga sebaliknya. Hal
ini dapat diimplementasikan dalam bentuk menjadikan nelayan
sebagai garda terdepan dalam menghadapi penangkapan ikan
yang tidak sesuai dengan kaidah kelestarian sumber daya ikan.
Khusus dalam hal IUU fishing nelayang dijadikan mitra dengan
penegak hukum di laut (FNI AL, POLRI-Ditpolair, Kemenhub-
Dirjen Hubla, KKP-Difen PSDKP, Bakamla) yang dibarengi
dengan peningkatan pemahaman nelayan terkait pentingnya
menjaga kedaulatan negara di laut;

KKP dan Kemenkop Fdan AJMKM difasilitasi oleh pemerintah
daerah* "meéningkatkan kelembagasn "nelayan dalam bentuk
koperasi dan Kelompok Usaha Bersama dalam memajukan
kemampuan modal dan manajerial sehingga nelayan dapat
meningkatkan kemampuannya dalam bentuk kolektif dan
terorganisir. Kelembagaan yang terbentuk dapat dijadikan sebagai
saluran aspirasi kebutuhan masyarakat pesisir. Dengan
terbentuknya kelembagaan yang mapan maka bantuan maupun
pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan maksimal,

KKP bekerjasama dengan Kemenkop dan UMKM dan difasilitasi
oleh Pemda melaksanakan riset terkait pengembangan nilai
tambah dan diversifikasi produk perikanan tangkap sehingga

terciptanya jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan
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tangkap. Serta menumbuhkan inovasi produk, fasilitasi sarana
prasarana penanganan dan pengolahan hasil perikanan, dan

edukasi pelaku usaha di sektor pengolahan hasil perikanan.

b. Rekomendasi untuk pengembangan sarana prasarana sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

KKP bersama Kemen PUPR dibantu pemerintah daerah
melakukan pendataan dan menyusun skala prioritas terkait
revitalisasi, renovasi, maupun pembangunan sarana prasarana di
Kawasan pesisir yang pemanfaatannya berkaitan erat dengan
perikanan tangkap;

BKPM, KKP Bersama Kemen PU melakukan pemusatan
pembangunan  berbasis wilayah serta  memprioritaskan
pengembangan sarana prasaran eksisting serta memastikan
pembangunan yang didanai dari investasi non APBN sesuai
dengan kondisi sosial masyarakat pesisir serta daya dukung SDM
dalam pemanfaatan sarana prasarana yang dibangun sehingga
sarana prasarana berguna dan berfungsi sebaik-baiknya untuk
kepentingan seria kesejahteraan masyarakat pesisir terutama
jumlah infrastruktur pendukung seperti pabrik pembuat es, SPBU,
dan bengkel perbaikan armada perikanan di dermaga-dermaga
yang tersebar di wilayah pesisir dan kota pelabuhan;

KKP, Kemen | RWERMKemenkominfo, Bappenas/Bappeda,
bersama““/Pemda  melaksanakah ™ "pembangunan  maupun
pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan
memperhatikan kebutuhan atas potensi sumber daya yang
dimiliki. Area yang menjadi perhatian adalah peningkatan
konektivitas jalan penghubung antara sentra perikanan dengan
pemukiman dan pusat perdangangan yang juga disertai dengan
pengembangan sistem transportasi masal yang berkualitas;

KKP, KLHK beserta KemenPUPR dalam mendukung ekonomi biru
dan sebagai peningkatan nilai tambah dibutuhkan sarana
prasarana pengelolaan limbah hasil pengolahan ikan di sentra-
sentra industri pengolahan ikan seperti Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)/ Waste Water Treatment Plant (WWTP);
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Pembangunan prasarana juga menyesuaikan dengan Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten dan Kota.
Mengingat kondisi alam di pesisir yang cukup ekstrim maka
pembangunan juga harus mengikuti tata aturan penanggulangan

bencana.

Rekomendasi untuk pemasaran hasil perikanan tangkap sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

Kemendag bekerjasama dengan KKP, serta Kemenlu memperluas
akses pasar dalam negeri. Khusus pasar luar negeri dilakukan
profiing pasar pada negara-negara yang memiliki konsumsi
perikanan tinggi melalui promosi dan branding di negara-negara
yang belum menjadi tujuan ekspor;

Kemenlu dan Kemendag melakukan diplomasi penanganan
hambatan ekspor (tarif dan non tarif) pada negara-negara tujuan
ekspor potensial. Hal Ini perlu diimbangi dengan kebijakan kuota
impor dan peningkatan tanf dan bea masuk barang sehingga
konsumsi pasar pasar nasional tetap terjaga juga diiringi dengan
pendampingan pembuatan sertifikasi produk olahan ikan untuk
pasar domestik dan luar negeri;

Kemendag danqemenperin melakukan pembinaan dan
penumbuanneksportir baru; melait petatinan tata cara ekspor
hingga mengikutsertakan pada kegiatan pameran nasional dan
internasional. Untuk mendukungnya dibutuhkan peningkatan
kualitas produk (rasa dan kemasan) untuk memberikan nilai
tambah serta pengembangan produk (diversifikasi) yang sesuai
dengan demand pasar, khususnya pasar luar negeri.

Kemendag beserta Kominfo memberikan pelatihan terkait
digitalisasi pemasaran untuk memperluas target pasar produk
perikanan segar maupun olahan melalui berbagai online platform
seperti media sosial, marketplace, dan website. Hal ini perlu

didukung dengan fasilitas sarana prasarana teknologi informasi
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dan komunikasi yang mendukung aktivitas promosi melalui
platform digital;

BKPM bekerja sama dengan KKP meningkatkan investasi dan
keberlanjutan usaha melalui optimalisasi kualitas data dan
informasi produk perikanan, promosi dan pendampingan investasi,
peningkatan pelayanan perizinan berusaha, fasilitasi akses
pembiayaan usaha, penumbuhan kewirausahaan, korporasi,

usaha dan pendampingan usaha.
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